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Hata Pengantar

PUN syukur kaml haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingza Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dapat menyampaikan |khtizsar Hasil Pemeriksaan Semasier ([HPS) Il Tahun 2022
kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu.
|HPS imil disusun umtuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tshun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

IHPS 1l Tahun 2022 merupakan ikhitisar dari 388 Laporan Hasil Pemeriksaan
[LHP) BPKE pada pemerintah pusat, pemerintah dserah dan Badan Usaha Milik
Diaerah (BUMD], serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN] dan badan lainnya.
Bardasarkan jenjs pemeriksaan yang dilakukan BPK, IHPS Il Tahun 2022 mamuat
has|l pemeriksaan atas 1 faporan keuangan, 177 hasil pemeriksaan kinerja, dan
219 hasll pemeriksaan dengan twjuan tertentu (OTT) - kepatuhan,

Hasil pemeriksaan tersebut dissjikan berdasarkan pengeiola anggaran dan
jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut temadan fokus pemeriksaan
z=suaidengan Rencara Strategis (Renstra) BPH Tahun 2020-2024. iHPS i Tahun 2022
Juga menyajikan hasil pemaniauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas
pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli

Untuk memperkuat referensl sekaligus memudahkan pemahaman pembacs,
IHPS Ui Tahun 2022 menyertakan lampiran dan softcopy LHP dalam satu flash disk
yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS || Tahun 2022 inl dapat bermanfaat bagl para pemanzku
kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih
baik dalam rangka mencapal tujuan negara.
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Tentang BPK

ESUial dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD 1545), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kedangan negara
secara bebas dan mandirl. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK
berkadudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakllan di setiap provins,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Uindang (UU) Nomer 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomar 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU Nomer
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tenggung Jawab
Keuangan Negara, serta UL Nomor 15
Tahiun 2006 tentang Badan Pameriksa
kKeuangzan.

9 IHPS

v

i

Pemerliksaaﬁ =1l ]T“T '"T"'

Peagelola Keuangan Negara

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN
TERHADAP pemerintah pusat,
pemerintah dasrah, lembaga

negara lainnya, Bank Indonesis,
badan wusaha milik negara, badan
layanan umum, badan usaha milik
daerah dan lembaga atau badan |ain
yangz mengelola keuangan negara,
Pemerikzaan dimaksud meliput
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeariksaan dengan
tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPEN) sebagai patokan
bagl pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Salain itu, BPK
menetapkan kode etk untuk menesgakkan nilai-nilal dasar
imtegritas, Independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung
pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki k=wenangan memberikan
pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjgannya, menilai dan/
atau menetapkan karugian negara, memberikan pertimbangan atas
penyelesaian kerugian negara/dasrsh, dan memberikan keterangan
ahli dalam proses peradilan mengenal kerugian negara/daerah,
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Lembaga Perwakilan dan Pemeriniah

HASIL PEMERIKSAAN BPK
DISAMPAIKAN KEPADA Deawan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Diaerah, dan Dewsan Perwakilan Rakyat
Caerah sesuaf dengan kewsnangannya.
Hasil pemeriksaan tersebut
disampaikan pula kepada pemerintah
dan pimpinan pihak yang diperiksa
untuk ditindakianjut. BPK memantau
findak lanjut yang dllakukan cigh
pemerintah dan pihak yang diperiksa.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan
indikasi unsur pidana, BPK melaparkan
hal tersebut kepada instans! yang
berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

VISl

“Menjadi Lemboga Pemeriksa
Tepercaye yang Berperan

Altif dafam Mewujudion Toto 2

Kelola Keuangoen Negara yong
Berkuolitas don Bermonjaat

untuk Mencopal Tujuan 3

Negara"
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BPK MENYAMPAIKAN IKHTIZAR

hasil pemeriksaan beserta hasil
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut,
penyelesalan gant kerugian negara,
dan pemanfaatan hasil pemeriksaan
investizatif, penghitungan kerugian
negara, dan pemberian keierangan
ahll dalam ixhtisar hasil pemeriksaan
semestal [IHPS), BPK menyampatkan
IHPS k=pada lembagza perwakilan dan
pemerintah salambat-lambatnya 3
butan sesudah berakhirmya semester
yang bersanghkutan,

hemerikso tato kelolo dan tanggung
Jjawaob kevgngan negaora unfuk
memberikan rekomendeasi, pendapot, dan
pertimbangar;

Mendorong pencegahan kerupsi dan
percepotan penyelesaion gonti kerugian
negara; doan

Meloksanokan tato kelolz erganisasi yang
fransparan dan berkesinambungon agor
menjadi teladan bagi institus! lafnnya.
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Tema & FoKUs Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dslam mendorong pemerintah melaksanakan
kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPIMN 2020-
2024, Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-
program prioritas  pembangzunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan
dilaparkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada
kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Rensira BPK Z020-2024 yang
mengacu pada REIMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan
gtas program-program pembangunan pemerintah mielalui penyelarasan tema dan
fokus pemeriksaan BPK dengan pemerlksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan
signifikan lainnya. Berdasarkan RPIMN 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan
nasienal, yaitu: 1) memperkuat ketahanan ekonoml untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi;
2) mengembangkan wilayah untuk menguranzi kesenjangan dan menjamin
pemarataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah; 2) meningkatkan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan
Sumber Daya Manusia; 4] Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5| memperkuat infrastruktur uniuk mendukung pengembangan exonomi dan
pelayanan dasar selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur; ) membangun
lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubshan (klim, selanjutnya
disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; s=ria 7) memperkust stabilitas poliok,
hukum, pertahanan, dan keamanan (pathukhankam) dan transfermasi pelayanan
publik, selanjutnya dissbut Penguatan Stabilitas Pelhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.

Mamun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan
kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.
Dalam penyusunan parancanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesualan
prioritas pemeriksaan sesual dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari arganisasi lembaga pemeariksa internasional yang
tergabung dalam International Gfganizotion of Supreme Audit Insbtutions [INTGSA),
sejak tahun 2019 BPK menerapkan Sugreme Audit Institulions Performance
Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK,
Salah satu aspek dalam 541 PMF adalah komunikasi. Delam rangka memenuh) aspek
iersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “skuntabilitas untuk
semua” atau Accoyntobility for All dengan maksud agar publik semakin memahami
arti penting akuntabllitas keuangan nezara.
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ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024
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KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokas! di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakllan
yang terletak di setiap provinsi, dan 1-Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara
yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara
berlokasl di Yogyakarts, Medan, Gows, dan Denpasar. Seluruh pelaksans pads kantor-
kantor tersebut memillki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Momor 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangzan, BPK
mempunyai 3 orang anggota yang dipiiih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabaian
selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dinllih kemball untuk 1 kali masa jabatan.

Berikut pembagian tugas dan wawenanz BPY menurut Paraturan BPK Rl Nomar 3
Tahun 2017

Dr. lsma Yatun, CS5FA., Chril
Ketua

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan penzelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara secarg wmum bersama
dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang Derkaitan
dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam
negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigahbf,
dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama
Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan
Keuangan MNegara, Direkiorat Uiama Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negars,
Inspekiorat Litama, dan Badan Pendidlkan dan Pelatihan
Pemerlksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dv. Apgus Joko Pramono, MAcc, Ak, CA, CSTA., CPA, CRrA, OGIA., CGCAE
Wakil Ketua

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab ksuangsn negara secara umum bersama
dengan Ketua, proses Majells Tuntutan Perbendsharaan,
pengarghan  pemeriksaan  investigatif, dan pembinaan
tugas Sekretariat lendersl, Direktorat Utama Perencanaan,
Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara,
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan HKeuangan WNegara, Inspskiorat Utama, dan
Badan Pendidikan dan Pelathan Pemeriksaan Keuangan
Negsra bersama dsngan Keiua.
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Nyoman Adhl Suryadnyana, SE., MLE, CSFA., CertDA.
Angzotal

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelofaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Paolhukam,
Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemanhub, Kejaksaan
Ri, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas; Wantanas, Badan Siber
dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, kKPU, Basarnas, BMPT,
Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di
lingkungan entitas tersebut,

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFAL, CFrA.
Anggota |l

TUGAS DAN WEWENANG: Pemenksaan pengelolaan
dan tanggung jawsb keuangan negara pada Kemenko
Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin,
Kemenierian PPN/ BAPPENAS, Kermenterian Koperas! dan
UKM, BKPM, BPS, Bl, OIK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPLU
serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas
tersebut.

Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CrrA., CGCAE.
Anggota

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan
tangzung jawab keuangan negara pada MPR, OPR, DPD, MA,
BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMEK, Kemensetneg, Setkab,
¥emensos, kemenpar, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan
RB, KPPA, Kemenpora, Kemenrisiek-BRIN, Kemeanterian ATR,
Kemendeza POTT, Bapsten, BATAN, BROT, LIPY, LAPAN, Perpusnas
RI, BNPB, Bapertarum, BKKBM, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK
GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP BRI, LPP TVRI, TIMill, BIG;
GRl, BPN, Berraf, BPIS Ketenagakerjgan, seria lembaga yang
dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.
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Haerul Saleh, 5.H., CRA., CRE., C1ABV.
Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangsn negara pada Kemenko Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Kemenian, KKP, Kementerian
ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi
Gamburt serta lembaga yanz dibentuk dan terkait dl lingkunzan
entitas tersebut.

Ir. H. Ahmiadi Noor Supit, M.,
Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan
dan tanggunz jawab kesuangan negara pada Kemendagri,
Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan
tangzung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Pravinsi,
fabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah |
(Sumatera dan lawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait
di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang, S.4P., ML5i., CFrA., C5FAC
Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengeiolaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes,
Kemendikbudrisiek, BPIS Kesehatan, BPOM, pengelolaan
dan tfanggung Jawsb keuangan daerah pada Pemerintah
Provinsl, ¥abupaten, Kota, dan Badan Uzaha Millk Dasrah d
Wilayah Il (Ball, Musa Tenggars, Kalimanian, Sulawesi, Malukuy,
dan Papua) serta lembaga yanz dibentuk dan terkait di
lingkungzan entitas tersebut.

Dr. Hendra Susanto, ST, M F:'.-:_:., M.H., CFrA., CSFA., CIAE.
CGCAE., CertDA.
Anggota Vil

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan
tangzung jawab keuangan negara pada Kemenierian BUMN,
SKK Migas, BUMMN dan anak perusahaan, seria lembaga yang
dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.
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IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) || Tehun 2022 disusun
untuk memenuhl ketentuan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 15
Tahun 2004, Ikhtisar inf merupakan ringkasan dari 388 Laporan Hasll
Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester Il tahun 2022
yvang terdir atas 1 LHP keuangan (0,3%), 177 LHP kinerja (45,6%), dan
210 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-kepatuhan (54,1%] sepert disajikan
pada Tabel L.

Tabel 1. lumlah LHF, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester Il

Tahun 2022
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Hasil Pemeriksaan BPH ternadap Upaya
Perbaikan Tala Kelola Keuangan Negara,
Peningkatan Penerimaan, dan Pemulinan
Kerugian

HASIL pemeariksaan BPK mengungkapkan 3.450 temuan yang memuat
5.266 permasalahan sebesar Rp25,85 trillun, melputi 1.255 (24,6%)
permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SP1) dan 1.786
{33,5%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketenfuan peraturan
perundang-undangan (selanjutrya disebut ketdalkpatuhan) sebesar
Rpld, 65 ftriliun, serta 2.205 [41,9%) permasalahan ketidakhematan,
kefidakefisienan, dan kefidakefekiifan sebesar Rpll,20 tritiun,

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 1.756 permasalahan, di
antaranya sebanyak 1.278 (72,4%) sabesar Rpl4 65 triliun merupakan
permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

e Kerugiansebanyak 812 (63.5%) permasalahan sebesar Rp5356,81 miliar
pada 157 objek pemeriksaan (oorik).

e Poiensikerugian sebanyak 190 (14,9%) permasalahan sebesarRpli 53
triliunpada 94 obrik.

e Keskurangan penerimaan sebanyak 278 (21,5%) permasalahan sebesar
Rp2,58 triliun pada 128 sbrik.

Selain itu, ferdapat 4288 [27,6%) permasalahan ketidakpatuhan yang
mengakibatkan penyimpangzan administrasi.

Dari 2.205 permaszzlshan ketdakhemastan, ketdakefsienan, dan
ketidakafekiifan sebesar Rpll, 20 iriliun, terdapat 76 {3,2%) permasalahan
ketidakhematan sebesar Rp277.11 millar, 2 (0,1%) permasalzhan
ketidakefisienan, dan 2.127 (30,3%] permasaiahan kehdakefektian
sebasar Rpl0,53 triliun. Permasalahan 3E Ini terjadi pada 43 obrik.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester || tahun 2022
disgjikan pada Gombor 1. 5Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan
berdasarkan pengelola anggaran dapat dilihat pada Tobel 2,

n Rirgshiszay Flrxeluatf THPS [ Tahun 2027 exm—




GAMBAR1

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER Il TAHUN 2022
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TABEL 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER Il TAHUN 2022
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Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 10,218
rekomeandasi antara lain:

o Terkait dengan permasalahan yang dapat Pada saat pemeriksaan, pimpinan
mengakibatkan kerugian, potensi lerugian entitas menindaklanjuti dengan
dan kekurangan penerimaan; pimpinan entitas VELIETEGELE G ELTE R ETa el
terkait agar menetapkan dan/atau menarik LY L =TI E e G LY ameE] R

kerugian, memungut kekurangan penerimaan, |- Rp577,69 miliar dari nilai
¥
dan menystarkannys k= kas nezara/daerah/ permasalahan ketidakpatuhan

peru;a_haan, . seria merw.gupagraka_n Ll <ohesar Rp14,65 triliun antara lain
potensi kerugian fidak menjadi kerugian. penyetoran dari Kementerian Sosial
sebesar Rp376,48 miliar dan Pemprov

o Terkait dengan permasalahan pertukaran dan
Jawa Barat sebesar Rp25,26 miliar.

pemanfaatan daia, Menteri Luar Neger agar
bersama-sama dengan: Badan Pelindungan
Pekarja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Hukum dan Hak Azasi
Manusia, serta Kementarian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menzkajidan
mengevaluasi, serta menetapkan nota kesepahaman dan perjanjian
kerja sama haru tentang pelayanan dan pelindungan pekerja migran
Indonesia di luar negeri, khususnya pertularan dan pemanfaatan data
melalul sistam informasi yang terintegrasi

e Terkait dengan permasalahan penyslarasan jperencanaan
pembangunan antara pemeriniah pusat dan pemerintah dserah
[pemida), Menterl PPN/¥epala Bappenas =zgar  bearkoordinasi
dengan Menteri Keuangan dan Menterl Dalam Negerl untuk segera
menyepakat arah |ntegrasi sistem perencanaan dan penganggaran
pemerintah pusat dan pemda; dan mengimplementasikan kesepakatan
tersebut. Selain itu, agar berkoerdinasi dengan Menteri Dalam Negeri
untisk menyelaraskan target Rencana Kerja Pemerintah Dasrah (RKPD)
yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan target prioritas naszional
dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada Rencana Kerjz Pemerintah
[REP], serta menyusun dan menstapkan mekanisme evaluasi atas
konttribusi pemida ternadap pencapaian target pada RKP tarsebut.

o Terkait dengan permasalahan pemenuhan regulasi yang diamanatkan
oleh Ul Nomaor 3 Tahun 2022, Kepala Otorita Ibu Kota Nusanta ra/Ketus
Tim Transisi melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi dalam
hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan
ibu kota negara, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun,
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e Terkajt dengan permasalahan regulasi pengelelaan jrigasi, Menter|
Pertanian agar berkoordinasi dengan Menieri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat [PUPR) untuk menstapkan kewenangan, tugas,
dan fungsl masing-masing Instansi dalam pengelolaan Irizasi pada
peraturan pemerintah tentang irigas! sebagal peraturan pelaksanaan
U Nomer 17 Tahun 2219 tentang Sumber Daya Ain

o Terkait dengan permasalahan pengaturan dan penghitungan kuota
haji, Menterl Agama agar menetapkan Peraturan Menteri Azama
yang mengatur jumiah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing
kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan petugas
haji daerah (PHD), menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
terkait dengan rumusan penghitungsn penetspan dan pembagian
kuota tersebut dengan mempertimibangkan proporsi jumizh penduduk
muslim dan/atau daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/
kabupaten/kota. Selain itu, agar menghitung kucta haji per provinsi/
kabupaten/kota berdasarkan proporsi data jumiah penduduk musiim
dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji paling mutakhir.

e Terkait dengan permasalahan reguiasi dan kebijakan teknis atas
pengawasan kualitas air minum, Menteri Kesehatan agar berkoordinasi
dengan kementerianterkaituntuk mendorong penyelesaian Rancangan
Peraturan Menter Kesehatan sebazal Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah (FP) Nomor 56 Tahun 2014 yang meliput kewajiban pemda
untuk metakukan penyelesaian fndak lanjut atas hasil pengawasan
kuaiitas air minum, sanksl bagi peanyelengzara air minum, serta
koordinasi dengan kementarian/iembaga dalam penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan kualitas air minum,.

e Terkait dengan permasalahan pekerjaan belum selesal sebasar
RplD,48 triliun yang didanai dari penanaman modal negara (PMN)
pada 13 BUMN, Menterl BUMMN agar mereviu kembsall penzgunaan
dana PMMN dimaksud yaitu: (1) apabila sisa pexerjaan masin akan
dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, agar memerintahkan BUMN
terkait melakukan upaya percepatan penyelasaian pekarjaan; dan (2)
apablla diputuskan berbada dengan tujuan awal pemierian PMN, agar
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan langkah-
langkah untuk menindaklanjuh perubahan penggunaan sesual defgan
ketentuan yang berlaku.
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e Terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah, Kepala Dasrah
terkait agar menyusun rencana aksi dan melaksanakan program
kamunikas!, informasi, dan edukasl [KIE) pengurangan sampah pada
masyargkat dan pelaku ussha secara periodik, serta melaksanakan
pengawasan atas penyusunan  dan  Implementasl petas jalan
pengurangan sampah oleh pelaku usaha,

& Terkait dengan permasalahan program perlindungan sosial (perlinsos)
melalul BT Desa, Kepala Daerah melalul Organisasi Peranzkat Daerah
[DPD) teknis terkait, melaksanakan pembinaan kepada pemeriniahan
desa |Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) tentang
mekanising pendataan calon Keluargs Penerima Manfaat (KPM),
penyelenggaraan musyawarah desa, penstapan KPM, penggantian/
pemutakhiran KB, dan publikasi KPM Bantuan Langsung Tunal, serta
penyusunan dan penetapan produk hukum pemerintahan desa secara
memadai.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan penzendalian
intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efekif,
program/kegiatan dapsat dilaksanakan secara lebih ekenomis, efektf,
dan efisien, kerugian segera dapat dipulinkan/dicegah, serta panerimaan
negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata
kelgla keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih
berkualitas dan bermantaat uniuk mewujudkan tujuan bernegara.

IHPS |1 Tahwn 2022 ini mengelompokkan hasil pemariksaan berdasarkan
pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab 1); pemenntah daerah
dan BUMD (Bab [l}; serta BUMM dan Badan Lainnya (Bab I} untuk
hasil pemeriksaan selain prioritas nasional penguatan infrastruktur dan
penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,
Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan
infrastruktur dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik disajikan secara terpisah dan dimuat pada Bab IV, IHPS |
Tahun 2022 juga memuat lkhiisar hasil pemantauan BPK pada Bab W,
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Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional atas
Penguatan Infrastruktur dan Penguatan
Stabilitas Polnukhankam & Transtormasi
Pelayanan Publik

PANDERM CoronaVirus Disease-15 (COVID-13) yang terjadi pada awal
tshun 2020 masih berlanjut hingza tahun 2022, Kondisi pandemi Ini tidak
menyurutkan upaya pemerintah untuk mewujudkan Visl indonesia 2045
yaitu menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada tahun 2045,
Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan
tinggi dan lepas dari Middle Income Trgp. Untuk itu, pada tahun 2022
pemerintah  melakukan transformast ekonom| melalul peningkatan
produkiivitas di seluruh sektor serfa menemukan sumber penggerak
ekonomi darl sekter yang memillki produktivitas lebih tinggi. Berbagai
upaya dalam transformasi tersebut juga tetap dilakukan dalam koridor
pembangunan barkelanjutan. Selanjutaya, dalam rangka mendukung
transformasl skonomi, dilakukan pula reformast struktural melajul
reformasi iklim Investasl, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka pemerintah pada RKP Tahun 2022 mengusung
tema "Pemulihan Ekanomi dan Reformasi Struktural®.

Tema tersebut berfokus pada 2 hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai
upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi
ekenomi. Pemulihan daya bell dan usaha yang dilakukan sejalan dengan
penurtasan krisis kesehatan, dilakukan melalul pemberian bantuan
untuk pemulihan dunia usasha;, menjaga days beli rumah tangga,
serta percepatan pembangunan infrastrukfur padat karya. Pada saat
bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalul program peningkatan
nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, ssria
pemerataan Infrastrukiur dan kualitas layanan digital,

Oleh karena ftu, 7 prioritas nasional [PN) yang merupakan Agenda
Pembangunan Rencans Pembangunan langka Menengah MNasional
[REIMIN} Tahun 2020-2024 tetap dimust dan dipertahankan pada RKP
Tehun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strateg|
pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinamburgan
pembangunan serta mengoptimalkan efekbivitas pengendalian pencapaian
sasaran pembangunan jangka menenzah.
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Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2022, pemerintah
mienstapkan indikator keberhasilan dsngan realisasi sebagaimana
dizajikan pada Tobel 3;

Tahel 3. Sasaran, Indikstor, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2020-2022
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Sumber: RKP 2020-2027 dan Badan Pusar Statistk

Berdasarkan Tabel 3, sasaran dan target pembangunan nasional pada
RKP Tahun 2022 difokuskan pada 2 agenda uiama yaitu: (1) percepatan
pemullhan ekonomi dengan indikdtor (3) pertumbuhan ekonomi, (b)
tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio ginl, dan (d} penurunan emisi
gas rumah kaca, serta (2} peningkatan kualitas dan daya saing sumber
daya manusia dengan indikater (2] indeks pembangunan manusia dan (b)
tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga
renitikberatkan pada indikator nilal tukar petani (NTP) dan nilal tukar
nelayan (NTHN). '

Sesual dengan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 serta dengan
rmemperhatikan isu strategis vang perlu mendapat perhatian (pandemi
COVID-158), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas
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Penanganan Pandami COVID-13 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang
nasiinya telah dilaporkan pada IHPS |l Tahun 2020. Selanjutnya, pada
tahun 2021 B8PK melskukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan
Ketahanan Ekonomi (PN1) dan Bembangunan SDM (PN3) yang hasilnya
telah dilaporkan pada IHPS |l Tahun 2021. Dan pada tahun 2022, BPK
meiakuxan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Infrastruktur [PN3)
dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik [PNT} yang hasilnya dilaporkan di Bab IV pada IHPS | Tahun 2022 ini.
Sementara itu, dalam rangka menjaza kesinambungan pemerlksaan atas
prioritas nasional, pada tahun 2022 inl BPK jugzz melakukan pemeriksaan
atas prioritas nasional lainnya (seilain PN5S dan PN7) termasuk PN3
{Pembangunan S0M) sesual Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang
hasiinya dilaporkan di Bab |, Il, dan |l pada iHPS || Tahun 2022 ini,

Pengualan Infrasirakiur

INPS If Tahun 2022 memuat 61 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas
nasional penguatan infrastruktur baik pada pemerintah pusai, pemda
maupun BUMN. Hasil pemeriksaan dimaksud mencakup tema: (1)
penyediaan akses air minum dan sanitasi yang tayek dan aman (Program
Prioritas-PP1); (2] pengelolzan sumber daya air uniuk memenuhi
kebutuhan masyarakat (PP1); (3) waduk multiguna dan modernisasi irigasi
{PP1); {4) Infrastruktur ekonomi (PP2); (5) penyediaan tenaga listrik dan
tarif tenags listrik (PP4); dan (8) transformasi digital (PP3).

Hasil pemeriksaan prioritas  nasional penguatan  infrastruktur
mengungkapkan bebsrapa upaya pemeriniah dan BUMN antara lain:

e Kemenieran Kesehatan ielah mengusulkan alokasi anggaran dan
menetapkan menu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAX) Fisik Bidang
Kesehatan dan DAK MNonfisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan
pengawasan kuafitas air minum dan penyelengzaraan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STEM) bagi pemda dalam petunjuk teknis.

e Kementerian PUPR hingga akhir 2022 telah menyelesalkan
pembangunan 38 bendungan (60%) daritarget sebanyak 62 bendungan
sebagal waduk multiguna sesuai REIMMN 2020-2024 yang bersumber
dari APBEN.

e Kementerian Pertanian telah melaksanakan pengembangan
jaringan irnigasi dan Perkumpulan Petani Pemakal Air (P34A) berupa
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Rehabilitasi laningan Irigasi Tersier (RHT) dan Pemberdayaan P34,
pengembangan sumber air berupa kegiatan irigasi perpipaan)
perpompaan, dan pencembangan prasarana konservasi air melalul
kegiatan pembangunan embung, dam parit, dan fong storoge. Selain
itu, melaksanakan Survel, investigasi, dan Desain (SID) dalami kegiatan
pengelotaan air irigas: pertanian sejak tahun 2019 sampai dengan 2022
pada 18 provinsi.

¢ Kementerian Komunikasi dan informatika dhi. Badan Aksesibiiitas
Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) telah  menyelesaikan
pembangunan infrastruldur fiber oplic Palapa Ring sesuai dengan
target RPIMN 2014-2019. Selanjutnya, BAKT! melakukan kegfatan
operasi dan pemallharaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan
komersial dan membuat perjanjian kerja sama komersiallsasi sebagai
wujud utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur Paiapa Ring.

& Lembags Penyiaran Publik Teleyvisi Republik Indonesia (LPP TVAI) teiah
berupaya mewudjudkan penyedisan Infrastrukiur penylaran digital
dalam rangka mendukung implementasi Analog Switch Off [(A50)
yang ditunjukkan dengan tercapainya target jumlah penduduk yang
tarlayani siaran digital secara nasional sebesar minimial 70%.

o Eebanyak 38 pemda telah menyusun rencana induk Sistem Penyediaan
Ajr Minum (SPAN) sebagai dokumen perencanaan penyediaan akses
air minumyang layak dan aman kegada masyarakat dan 12 diantaranya
telah ditetapkan dengan keputusan kepala dasrah.

o Parum Jasa Tirta | [PIT ) telsh mengembangkan kemampuannya
sebagal pusat pengetahuan (knowledge hub) di bidang pengelolaan
sumber daya air, misalnya kerja sama dengan para pengeiola sumber
daya air lainnya, salah satunya dengan lapan Water Agency (JWa)
terkait dengan pertukaran [lmu dan pengetahuan di bidang infegrated
Water Resources Mencgement and Flood Maonagefmernt.

e PTHereta &pilndonesia (Persera) telah menetapkan program-program
dan inisiatif dalam Rencana Jangks Panjang Perusahaan yang dapat
mendukung Irttegrasi antarmoda di antaranya pembangunan Kereta
Api Kecepatan Tinggi Pulau lawa dan Light Roil Transit, pengembanzan
kapabllitas perencana perjaianan mulimodsa transportasi end-to-end
pada KAl Access, dan menyusun studi integrasl stasiun dengan moda
fainnya.
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Hasi] pemeriksaan BPE juga mengungkapkan permasalahan yang periu
mendapat perhatian pemerintah antara [3in:

Penyediaan Akses AIr Minum dan Sanilasi yang Layak dan Aman

# ¥ementerian Kesehatan

b Kemenkes belum menyusun regulasi dan kebijakan teknis terkait
dengan pengawasan kualitas air minum secara memadal, dimana
regulasi dan kebijakan teknis yang ditetapkan belum selaras dengan
peraturan lainnya dan belum sepenuhbnya disusun secara lengkap
dan jelas.

b Kemenkes belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
STBM pilar 1 stop buang air besar sembarangan secara memadai,
yaitu belum sepenuhnya melakukan evaluasi berupa analisis
data dan informasi capaian desafkelurahan stop buang air besar
sembarangan yang disampaikan seluruh provinsi,

e Kementerian Dalam Negeri

¥ Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria [NSPK) tentang iata cara
penyelarasan RPIMD/RKPD dengan RPIMMN/RKP serta Pedoman
Penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan |eias, sehingga
iarget program prioritas nasional terkait dengan penyediaan akses
3ir minum dan sanitasl layak dan aman berpotensi tdak tarcapal,

k NSPK fentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan
kelompok masyarakat pascaprogram Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) balum ditetapkan secara
lengkap, sehingga pengelalaan asetdan kelembagaan pascaprogram
Pamsimas berpotens| tdak berkelanjutan untuk mendukung
pencapaian target RRIMN dan Systoinoble Development Goals
[SDiGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPBJ.

& Pemerntah Daersh

b Kebijakan dan Strategi (lakstra) atas SPAM yang layak dan aman
kapada masyarakat belum disusun secara fengkap, selaras, dan
mutakhin, dl antaranya sebanyak 32 pemda belum menyusun
Jaksira SPAM.
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b Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan akses air minum belum
menjamin SPAM dapat berfungsi secara optimal, di mana pemda,
Perusahaan Umum Dagrah Alr Minum {(Perumdam), dan Program
Pamsimas balum mengoperasikan dan memellhara sarana dan
prasarana SPAM berdasarkan studi kelayakan, perencanaan teknis,
dan prossdur operasional standar.

b Pemda belum sepenuhnya meningkatkan kebutuhan =anitasi
vanz layak dan aman, di mana pemda belum memantau dan
mengakomaodas| permintaan masyarakat dalam proses STBM seria
belum memiliki komitmen dalam mengakomodasi permintaan
masyarakat dan melakukan pemantauan kegiatan promos! dan
kampanye perubahan perifaku.

Pengeloiaan Sumber Daya Air unfull Memenuhi
Hebuluhan Magyarakal

& Perumlasa Tirtal

Kebutuhan air irigasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan
DAS Bengawan Solo belum sepenuhnya terpenuhi, Pada DAS Brantas,
Daerah Irigas! (DY) Waduk Bening dan DI Siman hanya teralokas! air
masing-masing sebesar 13,26% dan 65,43%. Sementara pada DAS
Bengawan Solo, terjadi kehilangan air yang disebabkan eleh sumur
pompa yang tidak berizin,

Waduk Multiguna & Modernisasi irigasi

e [emenierian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b Terdapat kefidaksesusian  target  pembanzunan  bendungan
terkait dengan Proyek Prioritas Sirategis 18 Waduk Multiguna, di
antaranya: 1) sebanyak 3 bendungan telah diidentifikasikan tidak
dapat dibangun pada parjode 2020-2024; dan 2} nama bandungan
berbeda antaratarget RPIMN 2020-2024 dan Renstra Ditjen Sumber
Diaya Alr 2020-2024. Selain ftu, sumber pendanaan altemnatif dalam
REIMN selain APBN berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Lisaha [KPBU) belum sepenuhnya dapst terlaksana.
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b Kementerian PUPR belum memilitl paket kebijakan dan regulasi
yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan Modernisasi Irigasi
(M) antara Iain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) fz2ntang
Irigasi belum selesai disusun, peraturan pelaksanaan dari Permen
PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tangzal 10 Juni 2015 tentang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigas| belum ada, dan 5&
Dirjen SDA Nomor 01/SE/D/2018 tanggal 28 Maret 2019 tentang
Padoman Teknis MI belum cukup memadal sebagai pedoman
dalam pelaksanaan M.

e Ksmenieran Pertanian

b Regulasi penselolaan irigas! belum lengkap, antara laln belum
terdapat aturan pelaksanaan terkait dengan irigasi sebagal turunan
dari UU Nemor 17 Tahun 2013 tentang Sumber Daya Air dan aturan
terkait dengan pembagian kewenanzan, tugas, dan fungsi serta alur
koordinasi yang jelas antarinstansi pemerintah pusat dan dasrah
dalam pengelolaan Irigasl,

b Kementerian Pertanian belum optimal dalam  melaksanakan
kegiatan pengeloiaan air irigasl, antara lain kebutuhan anggaran
irigasi uniuk pertanian belum terpenuhi dimana kebutuhan pads
tahun 2823 dan 2024 yaitu sebanyak 32,620 unit sementara alokasi
tahun 2020 s.d. 2022 hanya berkisar antara 2.712 =.d. 4:830 unit.

Infrastrukiur Ekonomi

o Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b Terkait dengan manajemen aset konsasi jalan 1ol terdapat
permasalahan antara lain tanah seluas 87,30 juta m" pada 33
ruas |alan tol belum bersertipikat, terdiri atas: (1) tanah pada 13
ruas |atan tol seluas 23,41 juta m* yang dibebaskan pada saat PT
jasa Marga maslih menjadi regulator (sebelum dialihkan kepada
pemerintah); dan (2) tanah pada 20 ruas jalan tol seluas 64,43 juta
m*yang dibebackan saat pemerintzh telah menjadi regulator.

b Terkait dengan pengadaan tanah/pembebasan |shan jalan tol,
ierdapat proses pengadaan tanah jalan fol di 8 ruas jalan tol
belum optimal, seperti: (1) pengadaan tanah terhambat masalah
pendanaan/ ketersediaan anggaran; (2) pengadaan tanah yang
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berasal dari fasilitas umum/fasilitas sosial/tanah wakaf terkendala
perizinan, tanah pengganti, dan pengalihan BMN; {3} pengadaan
tanah tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah; dan (4]
pengadaan tanah terhambat penetapan lokasl (penlok) yanz belum
terbit.

s Kementarian Perhubungan

Pada pekerjzan Pobfmben Port Development Project (I} Pockoge
2: Breskwoter, Seawnll, crd Channel Dredging Works, terdapat
permasalakan  antara  lain  pepentuan  harga  satuan masih
memperhitungkan biaya overfiead 10% sebesar Rp550,85 jutas, seria
pekerjaan pemecah ombak tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingza
konstruksi mengalami penurunan dan pergeseran sepanjang 218 m
atau sebesar Rp2,30 miliar dan P¥724,44 juta.

& PT Kereta ApiIndonesia (Persaro)

b Sehanyak 3 stasiun kereta PT KA belum didukung dengan fasilitas
prasarana pork ond ride dan & stasiun belum didukung jalan akses
yang mamadal.

b PT KAl belum sepenuhnya melakukan koordinasi, menrtoring, dan
eyvaluasi terkait dengan perencanaan pengembangan perusahaan
termasuk pengembanzan transportast massal yang mendukung
integrasl antarmoda, di antaranya belum memonitor kemajuan
pencapaian atas Inisiatii-Inisiatf dalam Rencana langka Panjang
Perusahaan {HJ PP secaramemadai, belum melakukan penyelarasan
aniara Rencana Kerja dan Anggaran Peruszhaan [RKAP) dengan
RIPE, dan PT Rallink balum memiliki perencanaan imamadai untuk
mengoptimaikan kereia bandara dalam mendukung Intzgrasi
antarmoda penumpang dari dan ke Bandara Soekamo-Hatta,

e DT Pelayaran Masional Indonesia (Parsero)

b Upaya peningkatan jood foctor yang dilaksanakan soleh PT PELNI
|Parserg) terkait dengan pelayanan peti kemas belum optimal,
antara l[ain belum menyusun kajian dalam rangka peningkatan lood
factor, belum sepenuhnya melaksanakan upays kerja sama dengan
BUMN/BUMD/pihak swasta, dan belum sepenuhnya melakukan
monitoring atas pencapaian langkah peninzkatan food foctor
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b PT PELNI (Persera) dan PT Sarana Bandar Masional [SBN) belum
memiliki peti kemas dengan jumiah yang memadsal dan memenuhi
standar kelaitkan yaitu belum zepenuhinya mampu memenuhi
kebutuhan peti kemas shipper dan peti kemas milik PT SBN belum
seluruhnya memilllki pelat persetujuan kelaikan yang terbaru,

Penyediaan Tenaga Listrik & Tari Tenaga Listrik
e PT Perusahan Listrik Negara (Persero)

Penyesualan tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan
tarif pelanggan nonsubsidi tidak disetujul Menteri ESDM, sehingga
penyaluran dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar
Rp24,55 triliun. Selain itu, dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021
diperhitungkan dan dibayarkan lebliy besar Rpb75,98 miliar.

Transiormasi Digital

& Kementerian Komunmikasi dan Informatika

b Pemerintah belum menetapkan regulasi terkait dengan pelaksanaan
dan tata kelola kelembagaan transformasi digital.

b Perencanaan  penyediaan Infrastrultur teknologi Informasi dan
komunikasi (TIK] kurang efektif dalam mendukung transformasi
digital, terutama perencanaan dalam pembangunan Pusat Data
Masional (PDN) dan pengadaan Infrastruktur penylaran dalam
rangka mendukung analog switch off {AS0),

® lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Perencanaan pengadaan dan perencanaan distribusl Infrastukiur
penyiaran digital kurang efekdtsf. Hal ini difunjukkan antara lain LPP
TWRI belum menetapkan peraturan internal terkait dengan kebijakan
transformasi digital dan belum melakukan perencanaan penyedizan
Infrastruktur penyiaran digital secara memadal dalam Renstra Tahun
2020-2024.
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e Pemerintah Daerah

¥ Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memiliki regulasi/kebijakan
yanz mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi
pendapatan pajak dan retriousi daerah. S5elain ifu, perangkat dasrah
yang terlikat dalam Tim Percepzian dan Perluasan Digitalisasi
Dasrah (TP2DD) belum semuanya melaksanakan digitalisasi,

b Kuslitas data pads aplikasi perpajakan Pemerintah kKeota Denpasar
belum mendukung optimalisasl pendapatan, antara lain belum
menetapkan format baku data dan belum merekam seluruh data
sesugl dengan foarmat umum.

Uraian hasil pemeriksaan prioritas nasienal penguatan Infrastruktur
salengkapnya disajikan pada 8ab IV.

Penguaian Siabiiiias PoiNUKNANKam & Transiormasi
PElayanan PublK

IHES Il Tahun 2022 memuat 62 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas
nasional penguatan stahilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik pada pemerintah pusat dan pemida, Hasil pemeriksaan dimaksud
mencakup tema: (1} pelindungan pekeria migran Indonesia (PP2);
2} dipiomasi ekoromi {PP2); (3) peningkatan citra positif (PP2); (4)
penguatan sistem anti korupsi [PP3); {5) peningkatan akses terhadap
keadilan (PP3); (6] implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
[PP4); (7) transformasi pelayanan publik (PP4); (8) pengelolaan barang
milik daerah (PP4); (3) reformas! sistem akuntabilitas kinerja (PP4); dan
(10) pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas kepolisian (PPS).

Hasil pemerikssan  prigritas nasional  penguatan stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan publik mengungkapkan
beberapa upays pemerintah antara lain:

e Kemenierian Luar MNegeri (Kemenlu) dalam hal pelindungan pekerja
migran Indonesia, telah melakukan pandampingan, mediasi, advokasi,
dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Parwakilan Republik indonesia serta
perwalian sesusil dangan hukum negara setempat.
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e Ksmenterian Ketenagaxerjaan (Kemnaker) telah memiliki struktur
arganisasi dan wraian tugas yang mendukung pelindungan kepada
PR, telzh melaksanakan pembinaan Perusahaan Penampatan Pekarla
Migran Indonesia (P3MI) berupa bimbingan teknis, dan pemberian
=anksi kepada P3MI yang tidak tertib.

e Kemanludalam hal diplomasi ekonomitelah mendorong terwujudnya
kepemimplnan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat
regional dan global. Hal inl ditunjukkan dengan ndeks pengaruh dan
peran Indonesia di dunia internasional dapat mencapal target yang
ditetapkan.

« Kementerian Parlwisata dan Ekonomi Kreatf (Kemenparekraf) telah
menyusun strategl komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan
pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.

e Tim Nasional Pencegahan Korunsi (PK) dibantu oleh Sekretariat
Masional PX telah menyelenggarakan sirategi pasional PE (Stranas
PK) selama 2 periode yaitl tahun 2013-2020 dengan nilal capaian
78,51% dan tahun 2021-2022 dengan nilal capaian =.d. Triwulan [l
sebesar 53,10% dari target 100%. Selain itu, s=ebanyak 24 pemda t=iah
membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan iasa (LKPEY) struktural
dan 10 di antaranya telah mencapal tingkat kematangan UKPB] level
3 |proakiif} pada 9 variabel, serta 6 pamda telah melaksanakan
pembelanjaan melalui e-katalog dan melakukan pembayaran secara
2lekironik,

o kKementerian Dalam Megeri felah mengintegrasiken SIPD dengan
Sistem informasi Rencana Pengadaan Umum (SIRUP) milik Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah (LKPP).

= Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melibatkan unsur instansi lain
yangadadalam panitiaseleksi nasional ASN pada kegjatan perencanaan,
mengubah metode pelaksanaan seieksi Computer Assisted Test (CAT)
menjadi sistem online penuh/web based, dan menampilkan streaming
live score pelaksanaan Seleksl Kompetensi Dasar (SKD) CAT di kanal
YouTube milik BKM.

e Dalam rangka penyelenggaraan Laboratorium Inovasi {kabinov],
Lembaga Adminisirasi Megara (LAN] telah melakukan upaya aniars
lain menyusun anggaran kegiatan Labinoy yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran sesual ketentuan dan kebutuhan, serta
melaksanakan tahap drum-up yang telah mendorong pimpinan daerah
menggaerakan bawahannya,
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® Kementzrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
{BAMRE) telah menetapkan Peraturan Menteri PANRE Nomor 29 Tahun
2022 tertang Pemantauan dan Evaluasi Kinerjz Penyelengzarazn
Palayanan Publlk s=bagai pengganti dari Peraturan Menteri PANRE
Momor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilalan Kinerja Unit
Penyelengzara Pelayanan Publik yang sudah Odax sesuai dengan
perkeambangan hukum dan kendisi pelayanan publik saat ini.

& Badan Pengawas Cbat dan Makanan (BPOM) telah memiliki regulasi
pelayanan perizinan obat dan makanan dan pengujian sampe! pihak
ketiga yang mendukung sasaran strategis BEOM.

e Pemerintah Provinsi (Pemprov) Risu telah memillki Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengelotaan BMD yang
memuat mekanisme pengamanan dan pemeliharaan BMD dan
melakukan pengamanan hukum atas tanah pada tahun 2021 sebanyak
16 sertiplkat tanah dan tahun 2022 sebanyak 53 sertiplkat tanah.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan yang periu
mendapat perhatian pemerintah antara lain:

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

¢ Kementerian Luar Negerl

Kemanlu belum sepenuhnya melaksanakan nota kesepahaman dan
perjanjian kerfa sama dengan BPZMI dan Ditizn Imigrast Kementerian
Hukum dan HAM terkait dengan pertukaran dan pemanfataan data,
serta belum optimal dalam mengembangkan Portal Peduli WNI untuk
mendukung proses integrasi data antara Kemenlu, Kemnaker, BP2MI,
dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

e lKementarian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia

Kemnaker belum mengatur mekanisme pelaporan BP2MI kepada
Praziden dan belum mengatur pisah batas “Tugas lain sesual
kewenanzannya” yane dinyatakan dalam Pasal 45 UU Nemer 18 Tahun
2017. Selain jtu, Kemnaker belum mempunyai peraturan teknis yang
mengatur pelayanan penempatan dan pelindungan PMI oleh BR2ZMI
dan belum mengstur hubungan fungsional dengan BP2MI dalam
rarigka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 25 UL Nomar 39 Tahun 2008.
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Diplomasi Ekonomi

= Xementerian Luar Negeri

Regulasi yanz mewadahi diplomasi skonemi kurang lengkan, seperti
UU Nemor 37 Tahun 1939 tentang Hubungan Luar Negeri belum
memuat klausul penyelenzgaraan diplomasi ekonomi dan peraturan
lainnya (Peraturan Menterl Luar Negeri} belum lengkap menzatur hal
terkait dengan diplomasi ekonomi. Sslain ftu, belum terdapat grond
gesign penyelenggaraan diplomasi ekanomi nasional.

& kKementerian Perdagangan

Kemendag belum mempunyai rogdmap perjanjian  perdagangan
internasional untuk mendukung arah kehijakan yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional [PPI)
Tahun 2020-2024 yaitu memperkuat koordinasi seluruh stakehelders
perundingan perdagangan Internasional.

¢ Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

b Pertuksran dan pemutakhiran data keria sama Inwvestasi antara
Kementarian investasi/BKPM dan Kemenlu belum dilakukan secara
berkala yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan data kerja
sama |nvestasi antara laporan implementasi kerja sama investasi
BKPM dan laman web hitps://treaty.kemlu.go.id.

b Kementerian Investasi/BXPM belum menyusun panduan terkaijt
dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi
yang menjadi lingkup nota kesepahaman serta belum mengatur
mekanisme monitoring dan evaluasl kerja sama investasl dan
pemanfaatan data diplomasi bersama Kemenlu.

Peningkatan Citra Positii

e Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan perwakilan promos pariwisatz di luar negeri/Visit
Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan NSPK yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta belum diperbaharul
sesuai dengan kondisi terkini. 5zlain itu, penatapan target VITO tidak
didukung antara ialn dengan: |a) kesepakatan target Key Performance
Indicator (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang difandatangani
Kemenparekraf dan VITO; dan (b} relevansi target/KP1 VITO dengan
scope of work pada surat keputusan penunjukan VITO.
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Pengualan Sistem Anti Korupsi

o Tim Nasional Pencegahan Korups:, Sekretariat Nasional Pencegahan
Karupsl, dan Komisl Pemberantasan Karupsl

Penstapan Aksi PK belum sepenuhnya didukung dengan data
karaktaristik rislko korupsi yang akan dicegah dan belum mengacu pada
hasil/kajian akademik, seperti (1) darl 11 Aksl PX periode 2013-2020,
terdapat 4 Aksi PK yang tidak didukung dengan kajian, sedangkan dari
12 Alksi PK periods 2021-2022, 5 Aksl PK tidak didukung dengan kajian;
{2) kajian-kajian yang telah disusun tdak s2cara spesifik mengkaji
risika korups| pada area atau bidang yanz menjad| sasaran Aksi PK; dan
{3) penentuan kementerian/lembaga/pemda Pelaksana Aksi PK tidak
mempertimbangkan kapasitas K/L/pemda yang akan melaksanakan
Alesi PK tersabut termasuk risiko karupsi yang terkait pada K/l /pemda.

o Kementerian Dalam Negeri

b Kemendagri fidak merencanakan dan melaksanakan pembinaan
dan pengawasan atas pelaksanzan aksi Siranas PK di pemda,
yaitu belum menyusun dan menstapkan dokumen perencanaan
pembinaan dan pengawasan dalam mendoraeng pelaksanaan aksi
Stranas PK di pemda.

b Kemendssri dan pemerintzh provinsl  Belum  sepenubnys
memanfaatian Sistem Informas| Pemerintaly Daerah (SIPD)
dalam rangka fasifitasl dan evaluasi perencanaan pembangunan
dan anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota sehingga
Kemendagri tidak dapat melakukan evaluasi atas kesesuzian dan
sinkronizasi antara rancangan peraturan daerah fentang RPIMD
dengan RPIMN.

¢ Pemerintah Daerah

b Pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/lasa [UKPRI)
belum didukung dengan 5DM yang kompeten, antara lain tim
pengeinia barang dan jasa (PBJ) belum seluruhrya memiliki
sertifikat kompetensi PBJ, sertz formas! jabatan fungsional
pengeloia pengadaan barang dan jasa (JF PPBY) pada Biro P21 belum
seluruhnya terlsi,

b Pepyusunan  target belum  didukung amalisis yang
mempertimbangkan waktu dan tingkat kesulitan, serts targst
implementasl e-katalog dan e-payment dan cara pencapaiannya
belum ditetapkan.
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b Pelaksapaan manajemean 45N yang berdasarkan pada kualifikas),
kampstensi, dan kinerfa belum memadai, di antaranya: (1)
pemanfaatan aplikast Sistem Informast labatan Pimpinan Tinggi
[SUAPTI) belum dapat manjamin pemilihan Jabatan Pimpinan Tinzzl
(JPT) secara adil dan transparan; dan (2) aplikasi SUAFTI beium
sepenuhnya digunakan dalam setap pelaksanaan dan monitoring
proses seleksi JFT.

b Dalam perencanaan k=bijakan =3ty psta, beberapa pemida belum
menyizpkan dukungan anggaran dan menetapkan unit pelaksana.

Peningiatan Akses Terhadap Headiian
o Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung

Pelaporan dan pengembalian sisa blaya perkara belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan, aniara lain pemberitahuan sisa uang panjar
biaya perkara kepada penggugat melebihi 5 harl setelah tangzal
rninutas:, sisa uang panjar belum diinformasikan kepada pengpupat,
serta pengembalian sisa panjar belum seluruhnya dilaksanakan secara
elekironik

Implementasi Manajemen ASN
® Badan Kepegawalan Negara

S0P Tahap Parencanaan Pengadaan ASN belum lengkap dan kegiatan
perencanaan yang melibatkan instansi di luar BKN belum dilengkapl
dengan service fevel agreement (SLA) per Instanst.

e Komisi Aparatur Sipll Negara

b Pelayanan pengaduan nllal dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKE)
ASN pada Komisi Aparatur Sipll Negara (KASN) belum didukung
dengan dasar hukum wyang memadai, sepertic (1} pedoman
penanganan dan penyelesaian laporan pelangzaran NEK ASN
serta pedaman monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendas
atas pelanggaran NKK ASN belum ditstapkan; dan (2] peraturan
mengenal syarat, tata cara penganckatan dan pemberhentan,
kode etk dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan
ianggung jawah asisten KASN belum berupa peraturan KASN.
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b Komisi ASN belum memiliki standar pelayanan pengaduan yang
memadai, di antaranya Peraturan Ketua KASN Nomor 2 Tahun 20232
balurm mengakomodas! website SPAN-LAPGR! dan whotsopp resmi
KASN dalam kanal pengaduan dan belum menjelaskan karakteristk
jenis pengaduan. Selain Ttu, KASN belum menyusun SOP sesusl
dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012,

Transformasi Pelayanan Publik
e Lembaga Administrasi Negara

Tahap displgy (kegiatan memamerkan proses inovasi dan hasil inovas!
jika inovasi teish diimplementasikan) belum dilaksanakan oleh
seluruh pemda yang menjadi lokus pada pelaksanaan Labinow. Selain
itu, kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Lablinov belum
didukungz dengan pedoman dan disunakan untuk tindakan perbaikan.

e Ombudsman Rl

Aplikas| Sistem Informas! Manajemen Penyelesaian Laporan (SiMPel)
belum menghasilkan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung
penyelesalan laporan/pengaduan masyarakat dan laporan tahunan/
triwulanan yang akurat. Selain itu; laporan masyarakat tahun 2014 s.d.
2021 sebaryak 1:885 laporan belum diselesaikan oleh Ombudsman RIL

e Kemenierian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b UL MNomor 25 Tahun 2082 tentang Pelayanan Publik belum
dimuiakhirkan. Pemutakhiran diperlukan agar UU tersebut tetap
sfektif dalam menjawab tantangan dan perkembangan pelayanan
publik di masa sekarang. Selain itu, PP Nomor 96 Tahun 2012
teniang Pelaksanaan UL Nomor 25 Tahun 2009 tidak mengatur
ruang lingkup pelayanan publik.

b Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) belum
dimanfaatkan, Hal jnj tampak dari belum terpenuhinya informast
minimal dalam 3{PPN, 5IPPN tidak dapat digunakan untuk kegiatan
evaluasi 2022, serta nilal hasil avalueasi 2020 dan 2021 dalam SIPPN
berbeda dengan nilal hasil evaluasi dalam Laporan Hasil Bealuasi
Kineria Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional.
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o Badan Pengawas Obat dan Makanan

b Standar/pedoman pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor
(SKl) Kosmetik dan SKI Pangan Olahan belum lengkap, antara Iain
(1} belum terdapat regulasi tindak lanjut pemantauan realisasi
impor kosmietik .dan bahan kosmetik berstatus belum ada izin di
Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM; dan (2] indikator kinerja pada
Direktorat Penzawasan Kosmetik belum memasukkan tndak fanjut
penyelasaian pemantauan realizasl impor berstatus belurm ada izin,

b Sistemn informasi pelayanan perizinan impor kasmetk belum
sapenuhnya mengakomodir permyelesalan 5K berstatus belum ada
izin, serta sistem informasi pelayanan perizinan pangan olahan
elum sepenuhnya mudah digunakan dan terintegrasi dengan
sistem Online Single Submission Risk Bosed Approoch |DS5-RBA)
untuk meningkatkan layanan,

Pengelolaan Barang Milik Daerah

& Pemerntah Daersh

b Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada
Pemprov Riau belum dilaksanakan secara efekiif, sepert 586 bidang
tanah belum memiliki sermipikat, 98 sertipikat tanah bukan atasnama
Pemprov Riau, dan 151 tanah fdak dapat diproses serfipikasinys,
sarta terdapat tanah bangunan gedung kantor Dewan Perwakilan
Rakyat Dasrah (DPRD) Provinsi Riau yang berlokasi di Pekanbarm
yang belum bersertipikat. Selain ftu, terdapat 2 bidang tanah pada
3 perangkat daerah yang dikiaszal oleh pihak lain,

b Pangamanan fisik BMD pada Pemprov Papuz menunjukkansebanyak
37 register BMD pada 5 OPD fidak diketahui keberadaannya dan
103 register aset pada 0 OPD dikuasal oleh pihak yvanz tidak barhak.

Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

e Kemenisran Keuangan dan Kementerian ferencanaan Pembangunan
Masional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

b Sasaran, indikator, dan target prioritas nasienal (PN) serta target
pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKE) yang
belum diturunkan kepada masing-masing pemerintah provinsi
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mekanisme evaluasi atas program dan kegigtan pemda yang
mendukung pencapaian sasaran PN belum dibuat; dan sistem
informasl perencanaan penganggaran antara pemerintah pusat
dengan pemda belum dapat menyajikan keselarasan program dan
kegiatan, serta keluaran (output).

b Aplikasi yang dimilikl oleh Kemenkeud yaitu sistem SAKTI dan Sistem
Manitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu [(SMART) serta aplikasi yang
dimilikl oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu aplikasi KRISNA dan
aplikasi e-Monev belum menghasilkan data yang selaras yaitu data
target, data capaian output, serta data pagu dan realisasi belanja
prioritas nasional (PN).

Uraian hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan stabilitas
polhukhankam dan transformas! pelayanan publik selengkapnya disajikan
pada Bab V.

Hasil Pemeriksaan Pemerintan Pusat,
Pemerintan Daerah & BUMD, serta BUMN &
Badan Lainnya

IHRS Il Tahun 2022 juza memuat ikhtisar hasil pemeriksaan selain
prioritas nasional penguatan infrastrukiur dan stabilitas poihukhankam
dan transformiasi pelayanan publik. Hasll pemerikzaan tersebut meliput:
[1] 30 hasil pemeriksaan pada pemenntah pusat yang terdiri atas 1 hasil
pemeriksaan kinerja dan 29 hasil pemeriksaan DT T-kepatuhan (BAB 1); (2)
214 has|l pemerik=aan pada pemda dan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD)
yvang terdiri atas 1 hasll pemeriksaan keuangan, 85 hasil pemeriksaan
kinerja, dan 148 hasil pemeriksaan 0T -kepatuhan (BAB 1); dan (3] 21
hasi| pemeriksaan pada BUMN/anak perusahaan dan badan lainnya yang
terdiri atas 1 hasil pemeriksaan kinarja dan 20 hasil pemeriksaan OTT
kepatuban (BAB W), Hasil pemeriksaan tersebut sebagal berikut
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Hasil Pemeriksaan Pemerinian Pusal

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemenintah pusat sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasll pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat
1 hasil pemariksaan yaitu pemariksaan kinerja atas penyalangogaraan
ibadah haji tahun 1443H/2022M dilaksanakan pada Kementerian Agama
di DK1 Jakarta, jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi.

Pemariksaan inl merupskan pemerikszan aitas priaritas nasional
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN4).

Kementerian Agama telah melskukan upays dalam memberikan
pelayanan yang baik kepads jemasah hajl regular tahun 1443H/2022M
yang ditunjukkan dengan hasil survei bahwa jemaah haji puas atas layanan
pemondokan, akomodasi, konsumsi, dan transporiasi.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasaiahan yang
apablila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas
kinerja pelaksanaan Ibadah hajl antara lain:

# Regulasi mengenal kucta hajl belum mengatur jumlsh kuota jemaah
haji ianjut usia, pembimbing lelompok bimbingan fbadah haji dan
umrah (KBIHU] dan petugas haji daerah.

# Perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten/
kota belum sesual dengan ketentuan, antara Iain terdapat penetapan
kuota per provinst tahun 20822 tidak sesuai dengan Peraturan Menter]
Agama MNomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan lbadah
Haji Reguler, yaitu pembagian kuota haji provinsi didasarkan pada
pertimbangan proporsi jJumlab penduduk muslim dan/atau proparsi
jumiah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemerintah pusat
memuat 23 hasil pemerixsaan atas 4 tema yaitu: (1) penguatan ketahanan
ekonoml; (2] pengembangan wilayah (2) pembangunan suimber daya
manusia; dan (4] revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hasil
PDTT pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 (17%) obrik. sesuai kriteria
dengan pengecualian pada 23 (75%) obrik, dan fidak sesuai dengan
kriteria pads 1 (4%) obrik. Hasil pameriksaan tersebut antars laing
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Pengelolaan Pendapatan

HASIL pemeriksan kepatuhan atas pengelolaan  pendapatan
pemerintah pusat terhadap 11 obrik pada 11 Kementerian/Lembaga (K/L)
menyimpulican bahwa pengelolaan pandapatan telah dilaksanakan sesuai
dengan kriteria pada 1 obrik dan sesual kriteria dengan pengecualian
pada 10 obrik. Permasalahan yang ditemukan di antaranya pembentukan
Peraturan Presiden (Perpres} Noemor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa
Kunjungan {BVE) tidak sesuai prosedur dan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan pada Kamenterian Hukum dan HAMN, yaitu tidak
diprakarsal oleh instansi yang berwenanz dan tidak bersifat mendesak,
serta tidak memenuhi asas timbal balik karena 134 negara yang diberikan
BVEK tidak memberikan BVK bagi Warga Mezara Indonesia (W) yang akan
ke negaranya.

Pemieriksaan Inl merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional
penguatan ketahanan ekonomi (PM1).

Pengelolaan Penyertaan Modal Regara di BUMN

HASIL pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan penyertaan modal
negara (PVIN) di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN
tahun 2020-semester | 2022 pada kementerian BUMMN telah dilaksanakan
=ssual kriteria dengan pengecuslian atas beberapa permasalzhan.
Permasalahan tersebut antara lain pekerjaan yang didanal dari tambahan
PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan semester |
tahun 2022 sebesar Rpl0,49 triliun, belum dapat diselesaikan. Nilai
tersebut terdiri atas tetal nilal aset yang belum produidif karena belum
zzlesal dikerjakan sebesar Rpl0,07 triliun dan belanjz operasional yang
belum dimanfaatkan sebesar Rp424,11 miliak.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priontas npasional
penguatan ketshanan ekonomi (PNL).

Persiapan Pemindahan Ibu Hola Hegara

PEMERIKSAAN atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara
Tahun Anggaran (TA] 2022 dilaksanakan pada Kementerian Sexretariat
Negara (Kemensetneg), Otorita lbu Kota Musantara/IKN dan instans
terkait lainnya di DK lakarta dan Kalimantan Timur Hasll Pemeriksaan
memyimpulkan kegiatan pemberian dukungan anggaran Tim Transisi
pada Kemenseineg serta kegiatan persiapan pemindahan ibu kata negara
TA 2022 pada Otorita KN telsh dilaksanakan sesuai kriteria dengan
pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di
antaranya: (1) penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi
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petum dilaksanakan secara memadal serta peraturan turunan WU Nemaor 3
Tzhun 2022 belum jengkap; dan (2] kesigpan Otorita KN untuk beroperasi
dalam memenuhbl mandat UU Nomar 3 Tehun 2022 belum didukung
dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel Ciorita
IKN belum lengkap serta belum terdapat Peraturan Kepala Otorita KN
terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan ibu kota negara setelah Ciorita IKN beroperasi.

pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priortas nasional
pengembangan kewitayahan (PNZ).

Perlindunyan Sosial

PEMERIKSAAN BPK ferhadap program perfindungan sosial pada
pemerintah pusat dilaksanakan pada 2 obrjk yaite Kementerian Sosial
(Kemensos) dan Eemnaker, dengan xesimpulan sesuai krteria dengan
pengecualian atas permasalahan terfentu. Permasalahan tersebut di
antaranya: (1) terdapat Kartu Keluarca Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi
dan KPM tidak bertransaksi bansos Program keluarga Harapan (PKH) dan
Program Sembako yang belum ditindaklanjuti dengan pengembalian k=
Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rplo3,03 miliar pada Kemensos;
dan (2) Kemnaker belum mengelola pembayaran bantuan furan program
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sesuai dengan ketentuan, antara lain
Pemerintah belum mengalokasikan anggaran luran program IKP pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemnaker, belum melakukan
verifikasi dan pembayaran aias tagihan Badan Penyeslenggara laminan
Sosial (BPIS) Ketenagakerjaan untuk pencairan dana bantuan furan JKP
dari pemarintah TA 2022, dan balum memiliki instrumen atau patunjuk
teknis pengelolaan program JKP TA 2022,

Pemseriksaan inl merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional
pembangunan sumber daya manusia {PN3].

Uraian ikitisar hasil pemeriksaan pada pemerintzh pusatselengkapnya
disgjikan pada BAB |,
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Hasil Pemeriksaan Pemerinian Daeran & BUMD

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD zebagai berijut.

Pemeriksaan Heuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemda memuat hasil
pemerikéaan atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021,
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Warcpen Tahun
2021 mengungkapkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Laparan
Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021 pelum memperoleh opini WTP
karena terdapat permasalahan yang memengaruhl kewajaran penyajian
laporan keuangan antara lain terkait dengan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset
Lainmya, Belanja Operasl, dan Bslanja Modal,

Pemeriksaan Hinerja

IKHTISAR hasll pemeriksaan kinerja pada pemda memuat 65 hasil
pemeriksaan atas 4 tema yaitu: (1) penguatan ketahanan skonomi, (2)
pengembangan wilayah, {3) pembangunan sumber daya manusia, dan {4)
pembangunan lingkungan hidup. Hasll pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengelolaan Persampahan

BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan sampah
rumah tangga (SRT) dan sampgah sejenis sampah rumah tangza (S558T)
Tahun 2021 dan 2022 (s.d. trivulan 11} yang dilakukan pada 20 pemda.
Berdasarkan hasil pemeriksazn, beberapa pemda telah melakukan upaya
apiara lain sebanyak 7 pamda telah menyusun Kebijakan dan Strateg:
Dzerah (lakstrada) Pengelolzan SAT dan SS5AT secara lengkap dan sinkron
dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas).

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priontas npasional
pembangunan lingkunzan hidup (PMNE&).

Mamun demikian, BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat
permasaiahan yang apabila idak segera diatasi, maka akan memengaruhi
efektivitas pengelolaan SRT dan S55RT. Permiasalahan tersebat antara lain:
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e Pemda belum memiliki kebijakan dan strategi pengelolaan SRT
dlan SS5AT yang memadal di antaranya: 1) sebanyak 4 pemda telah
menyusun lakstrada secara lengkap namun Belum sinkron dengan
lakstranas dan 9 pemda belum menyusun secara lengkap; 2) pemda
belum sepenuhnya merencanakan kebutuhan sumber daya (anggaran,
SDM, sarana prasarana) berdasarkan analisis kebutuhan; dan 3|
Meraca Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya disusun berdasarkan
data dan keadaan rill, z2rta pemda belum melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Jakstrada.

e Pemdz belum optimal dalam melaksanakan pengurangan SRT dan
SSSRT di antaranya: 1) Keglaian komunikasi, informasl, dan adukasi
{KiE) pembatasan timbulan sampah, daur ulang. dan pemanfaatan
kemball sampah belum dilakukan secara berkesinambungan; dan 2j
Pelaku usaha selaku produsen sampah belum melaksanakan kewajiban
rrenyusun peta jalan pengurangan sampah.

e Pemda belum ogtimal dalam melaksanakan penanzanan SRT dan 555RT
di antaranya: 1) belum optimal melaksanakan pemilahan sampah
dain belum menyedizkan sarana pewadahan dan pemilahan sesual
persyaratan; 2) belum menyedigkan fampst pengumpulan sampah
dengan jumlah yang memadal dan layak sasual persyaratan; 3) belum
menyadiakan alat angkut yangz memenuhi persyaratan serta menyusun
ruie dan jadwal pengangkuian dengan mempertimoangkan jumiah
dain sebaran fitik sampah; 4] belum segenuhnya manyediakan fasilitas
pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat
Pengelolaan Sampah Reduce, Reuss, Recycle (TPS3R) yang cukup
dan memenuhi persyaratan; dan 3] belum sepenuhnya menyediakan
sarana dan prasarana di Tempat Pemrosesan Akhir,

Pemeriksaan Dengan Tujuan Terleniu—Hepatuhan

IKHTISAR kasll pemearikeaan DTT - kepatuhan pada pemda dan BUMD
marmuat 148 hasil pemeriksaan atas 4 tema: (1) penguatan ketahanan
ekenomi; (2] pengembangan wilayah; [3) pembangunan sumber daya
manusia; dan (4] pemeriksaan bantuan keuangan partai politik. Hasil
pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemda menyimpulkan pelaksanaan
keriatan telah dilaksanakan s2zual dengan kriteriz pada pads 15 (10%)
obrik, sesuai kriteriadengan pengecualian pada 123 (83%) obrik, dan fidak
sesyal dengan kriteria pada 10 (7%) obrik. Hasil pemeriksaan tersebut
antara lain;
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Pengelolaan Pendapatan

HASH. pemeriksaan BPK atas 9 pemda menyimpulkan bahwa
pengelolzan pendapatan telah dilaksanakan sesual dengan kriteria pada
1 pemda, sesuai kritaria deingan pengecualian pada 6 pemda, dan tidak
zesuai dengan kriteria pada 2 pemda. Parmasalahan yang terjadl pada
S pemds tersebut antara lain kekurangan penerimaan sebesar Api3. 14
miliar, terdiri atas pajak daerah sebesar Rplli,;35 milar, retrbusi dasrah
zzbesar Rpl,24 miliar dan sanksi administrasi sebesar Rp353,24 juta.

Pemieriksaan Inl merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional
penguatan ketahanan ekonomi (PM1).

Pengelolaan Belanja

HASIL pemeriksaan BPK atas 96 pemda menyimpulkan bahwa
pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 12
pemda; sesual kriteria dengan pengecualian pada 80 pemda, dan tdak
==sual dengan kriteria pada 4 pemda. Permasalahan dalam pengelolaan
belanja oleh pemda sebesar Rp593,65 miliar, terdirl atas (1) kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada B8 pemda sebesar
Rp1335,61 miliar, (2) denda keterlambatan pekerjsan belum dipungut/
diterima pada 66 pemda sebesar Rpl25,15 miliar; dan (3] lain-lain
permasalahan ketidskpatuhan dan 3E pada 54 pemda sebesar Rp338,8%
rriliar,

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priontas npasional
penguatan ketshanan ekonomi (PNL).

Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

HASIL pemeriksaan 8Pk atas 28 pemda menyimpulkan bahwa program
perlindungan sosial melalul Baptuan tangsung Tunai Desa (BLT Desa)
telah dilaksanakan sesual kriteria dengan pengecualian pada 26 pemda
dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 pemda. Permiasalahan yang periu
mendapat perhatian, antara lain; (1) sebanyak minimal 9.068 dari 40.521
(22,16%) KPM BLT Desa pada 1.288 dasa di 26 kabupaten fidak memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan dengan nila) sebesar Rpl2,97 miliar; (2]
sebanyak minimal 164:340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 kabupaten
yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak
ditetapkan sabagal KPM BLT Desa dengan nilal minimal sebesar Rp295,81
miliar; dan (3) realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah d=sa atau 21,08%
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di 22 kabupaten tidak didukunz dengzan bukd pertanggungjawaban yang
lengkap dan sah, sepertl buldd tanda terima tidak sesual dengan kondisi
sebenarnya sebasar Rp27,75 miliar,

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priortas nasional
pembangunan sumber daya manusia (PN3).

Uraian Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah
selengkapnya disajikan pada BAB 1.

Hasll PEMEriksaan BUNNA 0an Bagan Lainnya

IHPS |l Tahun 2022 memuat (khtisar hasil pemeriksaan padz BUMN
dan Badan Lainnya sebagai berlkut

Pemeriksaan Hinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya
mermuat 1 hasil pemerlksaan aias tema pembangunan sumber daya
manusia yaiiu upaya BPIS Kasehatandalam mencapal cakupan kepesartaan
serta memastikan akses dan mutu pelayanan kesehatan peserta JKN
dalam rangks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelan|utan (TPE] poin
3.8 TA 202] s.d. Semesier | 2022,

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priontas nasional
pembangunan sumber daya manusia (PN3}.

BPIS Kesehatan telah menunjukkan upaya di antaranya telah melakukan
perjanjian kerjia sama dengan 513 pemerintah kabupaten/kota dalam
rangka mendafiarkan penduduknyz menjadl peseria segmien pekerja
bukan penerima upah dan bukan pekerja pemda, serta secara nasional
capaian cakupan kepesertzan per 30 Septamber 2022 ielah mencapal
244.600.449 |iwa atau 88,83% darijumiah penduduk per 30 Juni 2022,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ferdapat permaszalzhan
signifikan yang apabilz fidak z=gera dilakubkan upaya perbalkan dapat
menghambat efektivitas TPE ke-2 poin 3.8 dalam rangka mencapal
cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan muotu pelayanan
peserta KN, Bermasalahan tersebut, antara lain: (1) upaya BRIS Kesehatan
dalam melakukan perluaszan dan pencapsian cakupan kepssertaan JKN
belum memadal, seperti belum sepenuhnya mengidentifikasi potans
periuasan kepssertaan denzan melibatkan seluruh lembags terkait: (2]
upaya BRIS Kesshatan dalam meningkat¥an kualitas dan validitas data
peserta belum memadai, antara lain hasil cleansing doto kepeseriaan BRIS
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Kasehatan menunjukkan masih terdapat peserta dengan MNIK Tidak valid
dan kepesertaan gandsa; dan 3) upaya BRIS Kesshatan dalam memastkan
peserta JKN memperoleh mutu pelayanan kesehatan sesual standar
belum optimal, seperti belum sepenuhnya memastikan peningkatan mutu
pelayanan faskes melalui proses rekredensialing.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Terteniu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DT T-Kepatuhan pada BUMN dan Badan
Lainnya memuat 20 hasil pemeriksaan, yang dibagi menjadi 2 tema, yaitu
(1) penguatan ketahanan ekonomi, dan (2) pembangunan SDM, Hasll
pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan
pelakzanaan kegiatan telah sesuai kriteria dengan pengecusalian pads 20
(100%) obrik. Hasil pemeriksaan tersebut antara fain:

Penanganan Permasalahan Bank

HASIL pemerikzaan BPK atas penanganan permasaiahan bank pada
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2012 s.d. 2022 menyimpulkan
bahwa penanganan permasalahan bank pada LPS ishun 201%-2022
telah dllzksanakan sesuai kriteria dengan pengecuslian atas beberapa
pafimasalahan. Permasalahan yang ditemukan antara lain terdapat
perbedzan penllaian tingkat risikc kesehatan dan pemeringkstan bank
umum oieh LPS dengan penetapan status pengawasan Otoritas fasa
Keuangan (OIK);, yaitu LPS belum menyesuaikan kriteria penilaian risiko
bank umum dengan mempertimbangkan status pengawasan bank yang
ditetapkan OlK besarta informasi kualltatf manajemen bank.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas priontas nasional
penguatan ketshanan ekonomi (PNL).

Pengelolaan Dana Fasililag Likuiditas Pembiayaan Perumahan

BPK ielah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas
pengelolzan dana Fasilitas  Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) semester | tahun 2022 pada Badan
Pangelola Tabungan Perumahan Rakyat [BP Tapers)
dan instansi terkait lainnya, denzan kesimpulan sesuai
kriteria dengan pengecualian. Permasalahan vyang EETHIEH AR R K G .
ditemukan antara lain: 1) penyaluran dana FLPP terhadan unit rumah
256 debitur sebesar Rp26,24 miliar tidak tepat sasaran
dan pengounaan quick response code pada rumah hasil pembiayaan
dana FLPP belum optimal; dan 2) penanganan penyelesaian kredit FLPP
terhadap 5.679 debitur yang telah meninggal dunia dan masin memiliki

Pada peripde semester |
tahun: 2022, BP Tapera telah
menyalurkan Dana FLPP

sebesar Rp11,00 triliun
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saldo cuistonding pokok kredit per Okiober 2022 sebesar Rp225,52
mitiar tidak sesual ketentuan, di antaranya karena bank penyalur belum
mengajukan klaim asuransi jiwa atas dabitur yang telah meningzal dunia
dan penyelesaian kredit belum dilaporkan ke BP Tapera.

Pemeriksaan Ini merupakan pemeriksgan atas prioritas nasional
penguatan ketahanan ekonomi (PN1),

Perhilungan Baol Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek dan Ranial Supiai

HASIL pemeriksaan BFK atas perhitungan bagl hasil minyak dan gas
bumi, pelaksanaan proyek dan rantai suplal pada 2 obrik manyimpulkan
bahwa pendapatan negara darl bagi hasil minyak dan gas bumi Wilayah
kerja (WK} West Madura Cffshore (WMO) tahun 2021-semester | tahun
2022 seria pelaksanaan provek dan rantai suplai WK Natuna Ses Biok A
dan WK Rimau tahun 2020-2021 t2lah dilaksanakan sesual kriteria dengan
pengecualian, Parmasalahan yang ditemukan antara lain: (1) penyaluran
gas WK WMO ke BT PLN tanpa melalui perjanjian jusl beli zas danterdapat
indikasi keterlambatan pembayaran atas gas buml bagian penjual dan
negara yang belum dikenakan denda sesual dengan UL Nomor 9 Tahun
2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak minimal sebesar USS2,09
juta; dan |2) kekurangan pengenaan denda atas keterlambatan pengiriman
barang pada 6 kontrak pengadaan barang/jasa sebesar USS1,11 juta dan
RpS5,01 miliar pada WH MNatuna Sea Blok A

Pemseriksaan inl merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional
penguatan ketahanan ekonomi (PRL).

Uraian ikhiisar hasil pemeriksaan pada BUMMN dan Badan Lainnya
selengkapnya disajikan pada Bab lIl.

Hasil Pemantauan BPH

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pealaksanaan fndak
lanjut rekomendas! hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian gant
kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil
Pemeriksaan Investgzatf (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan
Pemberian Keterangan Ahli (PKA).
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Pemantauan Tinoax Lanjul ReHomenoasi
Hasii PEMErikSaan

IHPS Il Tahun 2022 memuat hasil permnantauan atas pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2022
atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2022. Pada periode 2005-2022,
BPK telah menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada
entitas yang diperiksa sebesar Rp312.44 ftriliun, dengan status tindak
lanjut sebagal berikut.

® S=sual dengan rekemendasi sebanyak 517.602 rekomendas) (77,3%)
sebesar Rp133,84 triliun.

® Belum sesuai dengan rekemendasi sebanyak 113.208 rekomendasi
[16,9%%) sebesar Rpl16,44 triljun.

o Belum ditindaklanjuti sebanyak 31.345 rekomendasi (4,7%) sebesar
Rp13,29 triliun.

e Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.102 rekomendasi (1,1%)
sebesar Rp23,87 triliun.

Hasil pemantsuan atas pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan
periode 2005-2022 disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang
diterbitkan Pericde 2005-2022
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Total
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Secara kumulat? sampai dengan tzhun 2022, rekomendasi BPK atas
hasil pemariksaan periode 2005-2022 telah ditindakianjuti entitas dehgan
penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan sebesar Rpl36,03 trillun.
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Pemantauan Penveiesaian Ganll Herugian
Regara/Daeran

IHPS Il Tahun 2022 memust hasil pemantavan penyelesaian gant
kerugian negars/daerah periode 2005-2022 dengan status ielah
ditetapkan dengan nilal sebesar Rp4,93 triliun. Kerugian negara/daerah
tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD,
seperti disajikan padsa Grgfik 2.

Grafik 2. Hasil Pemantauan Penyelesalan Gant Kerugian Negara/Daerah
Periode 2005-2022 dengan Status Tefah Ditetapkan Menurut Tingkat
Penyelesaian
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Pemantauan alas Pemaniaalan Laporan Hasil
Pemeriksaan inveslioalii, Penoniiungan Kerugian
Negara. & Pemberian Kelerangan Ani

IHPS || Tahun 2222 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan
laporan hasil pemeriksaan investgaiif (Pl) dan penghitungan kerugian
negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA] periode 2017-2022,
Pada periode 2017-2022, BPK menyampalkan 25 laporan hasil Pl dengan
nilai indikasl kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 342
laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp38,33
triliun kepadsa instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PEA
pada 342 kasus di iahap persidangan,

Hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil Pl dan PKN serta
PEA menunjukkan: 1) Atas 25 laporan hasil Pl yang sudan disampaikan,
9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan
dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2} Atas 342 laporan hasil PEN
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vang telah disampaikan, 52 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses
penyidikan dan 230 kasus sudah dinyatakan P-21 [berkas penyidikan sudah
lengkap; dan 3) Sehanyak 342 PA di persidangan z&luruhnya digunakan
dalam tuntutan oleh laksa Penuntut Umum,

Uraian hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada BAB V.

Jakarta, Maret 2023

Badan Pemeriksa Keuangan Rl
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GAMBAR 2

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER Il TAHUN 2022
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dizmanztkan oleh l=gistan permEpen, pembargunan dan pemindshan | ks regers
UL Nomer 3 Tehun 2022 sarts memngeztkan koondines dengan instanst t2rksit untuk depar

mamnubl kebuiuhen regulas yens perfu sspee disusun.




Menteri Pertanian 2gar berinordinesi-dangzn Menter Pekerjaan
Urmum dan Perumahan Asfoat untuk nenstapkan kewensngar,
tugzs, dan fungs mEsing-meEsing \natsns delem pengsiolzan
irizzs) pads petstutEn pemerimizh temmnz liz=si isbagsl
pErFtursh peizkzangan WU Nomor 17 Rhun 2015 tehtans
Sumber Daya Alr.

Menteri Agama sgsr mensispean persturan Maniern)
Azama yand mengatar jumlsh kuots |eriash Raj lesjut usia,
pambimoing kslompok:bimbingan ibadzh naji dan wmrah
[EZIHU} dan petugss ha)l da2rzh (PHD), memjusun petunjus
palawssnaan/petunjuk t=kniz terkalt &-'_t."aar'- ruMmiEzEn
penghitungsn penstspan dan pembzglan kuots terssbut
denzes mempertimeangi=n propors jumizh penduduk muslim
danfetsu dsftar tunggo naji pads mazing-masing provimeif
kebupaten/iots. Selzin tu, 2g37 menghitung kuots hajl par
provinsifksaupatenkots berdassrikan proporsi dats jumizh
pertuedus mushim dzn/ztsu jumi=n dafar tungsy ;amash kajl
paling mutakhir

Menteri Kesehatan =gar berkcordings! dengan kemanterizn
tarkait untick mendorong penyelesaen Rancangan Peraturen
Mamten Kesehatanssbag= Persturan Pelzisanaan Parstuman
Pemerintsh (PP Nomor B6 Tanun 2014 yars me|iput kewsjioan
pemds untuk metabvian peryeisssian tindsk =njut 2t hasll
CENgaw-zsan kisalizas air i, snksi bazi pemvelensgars 3ir
mirLm, SerE xordinzs dengan kementeriznlembzgs dalzm
penystesaian tndak ianjut hasi pergawssan kialitas air minum

P=guiaszi dan kzbijak=n
teknis stas pengawasan
lnafitas gir minum

Manteri BUMM sgz3r marevic kembsl pgngzunsas danz FMN
dimiakzud yaiw |1 =pabis siza peksraan masin sken dilskeanakan
Palerjzan yang didanai dar zasuzl denzzn tujuan zwal, 2zar memarnintzhkan BUMN w=riait
PN Eada 13 BUMP mamun melzkuksn uDFye DErCE0StEN pENySiSIaian peksnaan, dan 2]
balum szlessi sebasar soahils diputisaen berbeds denzan hujian aws| pemberisn PRIN,
Rpl045 trifiun sgzr herkoordingsi dangan Kementzrizn Keusngan térksit denpsn
ianshkeh-isngkah untuk menindskizniun perubshan penggunaan
sesai dangsh ks mtumn yang =kl

Kepala Daerah terkeit =23r meaayuzun reficanag aksi dan
meiskssnaksn program komunikssy, informasi dan edukss:
Pengelolaan sampah panzurangen s3mpeh pads masErshet dan pafzkl ussha secsre
periodil, s2rta melgkiznsken pensawsman 3= penyusunan dan
nrpksmantas petE Elan pengureree serrpsh aleh pelshu usshe

Kzpala Dasrah zgar meizkzsnzkan pembinazan k=peds
pemerinishan des= (K2pala Desa dan Badan Fermusyawsratsn
Dazz} tertanz met=nizne pendatsss mion zivargs Tzrsrima
Mianfast {KFNM|, penyeiznzesrzan musyswarsh doma, penetsoan
KPW, pensgantizn/pemutakhiran KFM, dan pobliesi 70 Saatesn
lamg=ung Tural, sert= penyusanan dan penstanan produs hokwm
CEMENMEnEn 0852 3508TE memsds|

Program pedinsos meislul
BIT D=sa

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPK ANTARA LAIN

Ampirzn eniis mepindsidaniuy dengen penyershan 3set dan/seU ganystaren Ueng k2 i3z nesara fdaaran/
- pertanacn sahéssr RS 77,68 meliar dar nisl permassizhan ktdekpatuen etz Bnld 65 ik



* Reguizsi dam e=hijskan tekniz

PEMERIKSAAN PRIORITAS NASIDNAL

B=da tabun H22. BPY melsinkan pemerisasn prigntes nadoral Fensistan Infrastriitye dan Persusten Stabiiitas

Ephgkiraniam dan Trensfoermasi Peigyanen Pubiik

1. PENYEDIAAN ANSES ATR MINUNM DAN SANTTAS] YANG LAYAK DAN AMAN

Eementorian Kesshatan

penEawWEEaN Kualtas gir minum
ditetspkar balum ssizras
peraturzn izinnys dan

AISLEN SECAFE

capaizn dessfkalurahan stop
Buans sir besar sembeErangen y30E

Kesmantetian Dafam Meged
Norma, St=ndar, Frozedurdan Kriterz
|NSPK] temtang tta cara perysiar=san
RPIMD/RKFE dengan ARIMNTRER
sarts Fedoman Penyusanan AKPD
el distyr s20ars lengkap asn pEEs

NEPE tenteng deszin pembinaan
terhadsp pemerintzh d=

Pemerintah Daeah
¥=shijgk=an dan Strrates)| |fskstra) =tes E5AM
y=rg lZysk dan sman kspads masyerakst
beiunT disusun secers =ngkap, selsrss dan
mutakhir, i antaranyz sebanyax 32 Femda
Sehum menyusus J=kst= SPAN
Pamdz, Parusahaan Umum Tasrah

dan Air Minum (Perumdem| :dan Frogram

ksfompok matyaTakst pEIcapToErEm
Penedizan Alr Minum dan Sentt==
Berpzsis Mazyarakat [Pamaimas]
oelum diretzpkan sscars lengiag

ramelihars sarensdan orass
Seroasarken I{udl Kel3ySkEn, DErSnCansEn
t=hnis, dam grosedur operasional standar.

Fermds pehem mamanisl can mengasomodas
mermnir=an meEsyeskst detem proses Seaites
T 5 Miasyarsk=t (5TEM) sarta belum
m=milikl kamitman defam mensskomodas
gErmintzan masyarakst dan mesizkuiEn
DETEMELEN Hegiatan Dromo 030 kEmpanye
merubshen periigh

2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASEARANAT
Perum Jasa Tt |

KebUtuhsn =ir irigss pads Deersh Aliran Sungs: (D85 Bramtzs dan DAS Bergawen Soic belum sepenuhings s=rperub. Pads DS
Br=rt=x, Dadrsh Irigas! {4) Waduk Bening dan DI Siren ey tersiokesi sirme

szpessr 13 26% dan B5 455, Sementars

oo DAL Bersaesn Solo, tenedl eniangsn s yeng dissbetkan oeh sumur pomps yeng ndaxc benzin

3. WRDUK MULTIGUNA B MODERMISASH IRIGAS]
H=mentsrizn Pelerjasn Umuen den Penemaban Reloyst

Terdapst keoskssreSisn 2rESt oenbangunan bendungan
t=ni=it deng=n Proyex Priortss Stretsgis 15 waduk muitisuns,
o srisrays sebanyak & bendungan telsh didentifiiazik=n
vdak dapst dibangun padz penode 2000-2024 S=l=in e
sumbar pendanaan sht=matf dsism AFIRIN =efzin AFBN
berepa Merjgzame Pemmanintsh dengan Sadan Usshs [KPEU)
b=l sEpenuhmE Ssost teriskmans.

= f=m
r=gul
Wodamizzs| rgas
Pemenntan (RPP) tenteng Ingas oelum selessi diswsun,

dan persturan pelzszansan dan Permen PUP
PRT/W 2015 tenegst 10 Jumi 2015 tentens Pengembang=n
dan Pemeslolzan Simem ingas b=um ad=

miefzn PUPR belum memilik: peyst keoijskan dan
s=p yntuk mandukuns psigizanaan
in Raneapgan Peratuan

Nomaor 30/

Ke=menterian Pertaman

Bslum t=rdapst sturan pelaksardsn t=reait dengan ingas!
sebagal turunsn deri Ui Nomor 17 Tehur 2013 tentang
Suemiber Daye Alrdan stursn tevksit dengan pembagian
I=wienanzan, tugas dan furgs sera slur koordines yang
|Elas Emtannstzns| pemenntah pusat dan deeran dzlem

=rgelnizan mzas

e

| 1==

2 Pzrtznian belum oooms dalam meisaanshan
keglztzn o=z Eiringes =rg 13in ksbutunan
anagaranirizssl pntuk periEnian belum terpsnohl dimanz
kabutuhzn pada i 4 ytu-sehsnyeh 52620
unit, sement=ra shokss! shun 2020 5 0. 2072 hamys berkizar
artars 2 71254 4330 unit

Kemant=




Tarah ==luss 857,90 ju= 7 pass
; rm Defsertipiat, terdin 3Es
c2ds 12 ru=s =l |
=noedz szt FTissa |
| regulgior {sebeium disih=

pEmanin=h =izh meried reguisse

Kzmentenan Perhubunzan
Fzmentuan ".=FE= s3tusn pads
s ot DesEinnment

ot {l} Fackoge-Z Sreaiwoter,

4 INFRASTRUKTUR EKONOMI

Kementerdan Pekerjaan Umom dan Perumzhan Raiyat
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Zeguoil, ond Chonns! Dredging Works

razal darifasiitzs amur
t=resndsia peErainen,
ngadzan tanzh tdak

e IF=e

ianahn g2

TSNy USLn

katsn loog

Jocmor, belum sepenunnyz melzisanzian
=armg desgin BUMN/BU
pifig '=w:-| =13, dan delum =epenubnge
oNOrTRg St=5 pencapsian

reskEtan: food fecioe

UDEyE k= ]

Lt

TPEN| |Pemem} dan FT 5==q = Bandar

5, PENYVEDIAAN TENAGA LiSTRIK £ TARIF TENAGA LISTRIK
PT Perusshan Listrik Negara [Perssco|

=rif

Informatiks

e

Bemerntzh baiam

v penysdiazn

wrformasz

dan komE = afeknf
deiEmmendukirg ransformss

ST U

Diata MNezionz! [FON)
pengadaan infrastrektur

panyl

manduung onglog et ol

Zrgzan
Zanz penzas
u, d=nz SompenssE

bezar ReET5 58 m

6 TRANSFORIIAS] DIGTTAL
LPETVRYE

g=dz=zn d=n
330 distribus] infrastuktur
=feknf, antarz

fruNtur genyisra

sead s dalam l'-far-;-r.-a- L

* Femrenmzsh zbus=ten Teba

Tm ?:—-::Er dE‘I Feriasan D
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Pemarintah Dasrah

nan belummemisk regldss]
g mrswEjinkan J-'=1.-— perTspatan asn

nEaaEy dan retnous
Digiminasi Dessh telum
LEyE mEskEsnghen Soite s

sofikEs: pefpaishan Pemerintzh Kot
=izzm pendzpeEn
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L PELINDUNGAN PEKERIA MIGRAN INDONESIA
Kementerian Lasr Meger Kementerian Metenagakarjzan dan 8PN
s=menlu belum sepanubnys | » Kemnakar befum mengatur melanisms palaoor=n BP2N
melakzsnakan gertukaran dan k=pEds Presden den belum merestur pisah batas"Tuza: i=n
pemanfetazn data, sert2 b=fum =zsua] mmwensngETyE yang dirpsakes delam Pasalaz Ul
sptimal dalzm meangsmbansksn Mamer 18 Tehon 2017,

Porr=! Peduil i 7
uﬁaﬁlgﬁaiﬁz?ﬂfjf Femnekar =ium mempanyE persturan tekmis yeEns: mengstar
Kemeniuw, Kamnakar, BEZN, dan pelsyeind (drmayatdry daty peinchriian PRE cich B2 doh
Dt et Resrria Sl Eh bl Oelom mengatur nubungsn fungsional d=ngsn BRIV d=iam
dam AN rangia melalsEnasan wEgas dan fungsnys ssiagsin=En2
diamanstisn daizm Pzl 75 UL Nomor 35 T8hun 2008

L OiFLOMASE EKONGNMI
+ Reglless yans mewadahidiplomas | Kemendag telum mampuny: rogemeg | * Pertukaran dan gemutakhiap
ekonomi kurang lengkap, seperti | parjanjisn perdagangan int=rnaszonai untuk dat= kefjz =ama invastasi antara
ULr Momor 37 Tehun 1233 tentang | mendukuns aran kebiskan yeng ditetapkan Kemenisrizn investasi/BEPRT dan
Hubungan Luer Negeri belum | daiam Rencara Stratasis Ditjen Perundmgan Kemenlu belum dilshukss secar
memuoat kisosol| penystengesrsan | Ferdaganzan intemasions Tahum 2020-2024 oereala
digiomas skanomi d=n perstursn
tzinnys {Peraturan Manteri Luar
Meger| beium lenziEp rmengatur ha!
tarizit dens=n dipiomasi sfohom.

Lementeran InvesesiBEEM balum
menyuIun panduan gpelaksanaan
dipfomas ekonom di bidang imesss=s)
zzrta befum masestur mek=nistne
Bsiom terdapat grond design mofitoring d3n eyvsless kerj= sama
penisizngg=r=an dipiomas sionomi inwest=sl dzn gsmanfzatan data
nzEiznal dipiomasi bersama Kamenie

3, PENINGEATAN CTTRA POSTTIF
Hementerian Parwizats dan Bonom) Keadi ' b |

Szizkz=nzan pervwakifan promosi « Penzt=pan target WO tidak didukuns t =
pariwkzats 4 luar segenVisit indonesis aptzra isinofeh: (3} keseaaizan et key |
Todri=n Officer (VITO) belim didubuns perfrmones et (NP yang ditsrgssn
d=ngan rorma, stEndarn, prosedur, dan dslzm dokuman yang ditsndatsnganl
kri=TiE yEng disshken pleh psEbst yang femenaarskref gan VTS, dan (B redsvans)
b=rivananE sert= belum diperiahanl 2=t/ P VITO dengn-senoe of work pada
s2zya) deng=n kondic terkind. Surat Kepinsan Penunfukan VITD

4. PENGUATAN SISTEM ANTI KORUZS)
Panstspan ks Pencegshan | » Femandazl tidsk mersncarakan d2n Olaiesnadn tgse it Koria Penssdian Berars fless
Korups! (Fi) belem sepamihingg MEIREINIHEN perThingan d=n pensesEEn [LEPE] Belum diduburs sumber de@ menus3 yars
didukeng dengan dats =% poaeEanaen sk Srenes Plldi pems konoETEn
isrsktesizstl rissko koropsi
yang =0 dicsgsh dan belum
mengscy padz has|l/ksjiEn

Kzrrizsdagr dan pemerintzh sroving Pamyusunan Sest befum didukung anadss yang
heum s=penulnya memanfasten Sstem mempartimbdrsian wekiy dam tnglat kesufitan,
imformas Pemerniah Doersh [FP0)deiam | 557 ISRt IMEISmRSE SSatsiog den Spmyment
rangis fesifitasi dan susk=sE petancanasn Jen =7 pereapdsna belm disssplan
pembaTEunan dan IngEsEn pemeni=h FalzbzzrEan manzizmen ABN yans berdezanen
provirsl isborensn iots. pads kuaifikds] Mompsterssl, dan kineriz belom
memada, di artzEnyE cemaniEsEn =phes: Sitem
infgrmas] lab=t=n Pimpinan Tingel balumdagst
menEmn pemiliter 3ostEn Fimpinen Tinggizecs=
=dilden vramEpa=n

Dalzm perencenasan ketiaken satu pes (ESP)
bebersps pemids 5elum memEspian dukurzan
SrEsErEn dan mEnSiEgiEn unt pelseEars




Pricrvias Moot e S, ool dan Tramsiormes: Peiayarsn Pl

5 PEMINGKATAN AKSES TERHADAP KEADILAN o
Pelaporan dan perisemibalian Hea biye periars helum sepenubhitys: sevus ketertusmn,
&mi=rE lSinpemberitahusn 553 weng panjar bigys pErkens kepeads penpziEStmesiebind S s
kan sat=iantangEal minutes, Sis= uang pangar belum, dinformesicn kepaca DenSEuEt,

sEm= pengemiksiian F52 panar belum selunsnys dilsizansi=n secgre elektrone

B, IMPLEMENTAS! MAMAIENMERN ASN
Batan Mepssswaian Hapm ¥omisi Ap=satur Sipil l2zsm :'
S0 Tahap Peremcnaen Pengadzan ASN belimiensiap | = Pelayanan pengadoan nilaidasan kode edk, dan kode perilaku
dan kesiztan pefencanazn yars meiinstken instans d| lusr [MEK) A5N pads Kommisi Aparstur Sipi Megdrs {KASN| belum
B pelum dilengyen: oengan seriice ievel ogreement {503 didukung dengan dassr hukwm yang memadsi

o WABN mehurymemiiid Seridar Pelsyenean Pengsdianyang menssds:

Kementarizn FANRE

Tehap dapiay |kegiatan memamerizn | Aplikas Sm=m informes| Mansizmen ULl Nomor 25 Takue 3005 tamtang
proses inowast dam hasil [novas] jika | Penyeletsiam taporen (SIMPeL] belum Pelapanznt Pubfic belum dimutskchinsn.
Inzyes! teish dimplemen=sian| belum | menghasilkan dats yang skurst dan Salgin iy, 77 Nomor 96 Tehan 2012
dilzksanakan sizh salurih pemds | lenghepumuk merdukung penysissaisn éérﬂeng%lalssnaaﬂ Ul Nemar 35
yEng menadl lokus pads pelsksanaan | leporen) pengzduan masysraeat den Tshun 2009 tidax mensstur rusng
IZboratzrium ingvasi [Labinge). taporen Shuran/thinuisran j@ng she= limsiup peizyanan pooic

Ssizin ity, BooEn reasyaEkst t=hus 3014 )
Fepen. i : i £.4. 2021 sehanyex 1985 izparsn balum Apli=si Sistem rformas! Palsyaran
sezimmn Loy befum didlong geoman | oo owon Sk Ombisdeiman 51 Pubifc Nssons| belem dimanfastisn
dan digunskan antuk tndskan persaiiEn,

Eegigtan mondorag den svsiuas) gias

Sranoar) pedomEn BefayEnan pecerbitan MAs Keterengan imper {5K1) Kosmstic dan
5K Pansan Dishen b=lum lengiap, antsrs =in belur t2rdapat regulasi tndak lznjut
c=mantsuzn realsestimoor kosmieti dar bafhan kosmetit beststus belum 3d3 izin

di Unit Pelak=anz Tehmis BPOM,

Sist=m informasi pelayanan perizinan impoor koemetsk belum ==penubnys
mengskomodir pamyelesaian 2| berststus belum sd3 @, seris peEm informan
pelsifEnan perainan pangan diahan belun sspenuhnys mudsh digunzkan dan
terimt=gras] dengan sistem Bafing Single Submission Risk Bosed Anoroech (055
REA) untu meninghatien laygnan

4. PENGEIDILAAN RARANG MILIK DAERAH

= ¥egiatan pengamanszn dan pemslihsrazsn 3MD pada Pemproy 83w belum dilskzanskan
secars efakof, sepern 5E5 Dideng tEnah elum memilikl seropikat, 38 sermpikat tanan bukan
gt=s namz Pemorow Fizw, dan 151 tarah Gdek dapat dipredes sertipikasnya, sertst=rdapat

E t3ngh fengunan gedung kantor BFRD Provinel Fiswe yans berickas di Pekanban yang belum

perssrtiplkst. S=isin ity terdspa 3 bidang tnsh pads 3 perengict deerzh yang dioass
oizh pikak i3in

‘ il = Penzamanar fisik BMVD padz Pemprov Paouz menunjukian s2banyak 37 ragister BND pads

& OPD tigzk dikesahul ebersdaznnya dan 102 register 3set pade & OFD diveassi oleh pihak
yang fidak Herhak.




Praweas Mol Perposan Sraldiie, Pofedd wican 230 Trarrdon s Pesarana: Doldd
5, REFORMASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERIA
: ok . it e Pt il M e ct e

Egzarse, indisgtor, dan 1arget orioias nazons! sera 2rget pembangunzn

nasional pada Rencsns K=rs Pemerimtsh yang belum gituronkan kepads

masing-mating pemenntsh provinst mekenEmes susluas: Stes roEremd3n

EEgiar=n pamds yang mendukung pencep=zn s=aran PN gelum dibust,

dan sistemn informasi perencansan pengangzarsn aetars pemenn=h posat

dengen pemda celum depat manyajieen kessizrasan grogram dan kegigtan,

zerts dxinaran {outplit],

Axlieszi yanz dimiliki sizh Kemenket yeith sicterm SA KT dan Sst=m Monitcring

dan Evzluas Kinsss Terpadu (SMART) =erts sphksa yang dimilik clsh

Eemzniterizn PPN/ Bsppensas yaitu spilkasi KRIBMS dam apllketi s=-Mansy balump

martshazllen dats yans ssizrag yaitu data targst, dats cepaian ouloot, serts

datz perw dan resiises beiania proritas nasional

HASIL PEMIANTAUAN BPK

PEMANTAUAN TINDAK LANIUT REROMENDASTHASIL PEMERIKSAAN
Fads pericds J005-2027 BPK t=lzh menyempsiean rekomandss sebanyak 659,268 d=r taizh sesual denzan rebomendzs
sabesyek S17.602 {77.2% ) =nt=r 2 kain denpan penyerahan asst dan/stsu penyetoran uss=s sebessr Rpl36.02 trfiun.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARAS/DAERAH
Di=rgan statos t=lah ditstspiken perinds 20052022

TOTAL {Rp}

Angsuran 36569 miliar
Pelunzssan 2.654,11 miliar
Penghapusan 83,20 miliar
Sisz 1.B35.02 miliar

O
I
—

Totst 493802 milar

| AREEUREN 0 pelunasan W Penghapusan @ S=3

PEMANTAUAN HASIL P1, PXN B PA 2017-SEMESTER Il 2022

Em Hasil H_’EﬁEFﬁ-ﬂ_ 9 Lspoman dimanfaatiss galsm oroses pemyEidien
Hifai ndikasi !FE'“E“!" Negara/Daerah 16 Lapoman dimanfaatien dslam proges pemyidian
Rp 31,55 trillun

342 \aporan Hasil Pﬂ?ﬁtdzng:n 52 Laporan dimanfzatisr daizm proses penyidian
Nilai Keruzan Megsm/Deersh 290 Kasus dgirgstskan P21
Rp 58,38 trillun |peskzs pemyidikar sudah lenzics)

342 kasus Pemberisn Ketersngan Ahli
Salienetny= dlgunslan dalem tuntut=n gishtav=a Perurtut Umum




IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2022






BAB 1

Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Pusat

HPS [l Tahun 2022 memuat nasll pemeriksaan atas

30 objek pemeriksaan pada pamerintah pusat. Hasl]

pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil permeriksaan

kinerja dan 29 hasil pemeriksaan dengan tujuan
ferteniu. Sementiara jtu, hasil pemeriksaan aias
prioritas nasional penguatan  infrastrukiur serta
penguatan stabilitaz politik, hukum, pertahanan,
dan keamanan (polhukhankam) dan transformiasi
pelayanan publik pada pemerintah pusat disajlkan
pada Bab Y, Selain itu, IHPS 11 Tahun 2022 memuat hasi|
penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian
ketarangan shli {PEA),

Daftar faporan hasil pemeriksaan (LHP) 1HPES 1
Tahun 2022 pada pemerintah pusat dapat dilihat
pada Lampiron A.1. |khtisar hasll pemeriksaan pada
pemerintah pusat dapat dijelaskan setagal berikut,



Pemeriksaan Kinerja

IEPS I Tahun 2022 memuat hasl pemerixsaan kinerja pada pemerintah
pusat aias tema revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrlk).

Secara lebih terpering, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan
yang memuat 22 permasalshan kehdaksfekiifan. Rekapitulasi hasil
pemeriksaan kinerjz pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan
disajikan pada Lampiran 3.1,

Revoiusi Menial 0an Pembangunan Kebuoayaan

PADA semester Il tahun 2022, BPK telzh menyelesaikan 1 LHP kinerja
yang terkail dengan tema priorntas nasional (PN) revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan.

Penyelengoaraan [badah Haji

PEMERIKSAAN kineria atas penyelengzaraan |badah haji tshun
14234/2022M dilaksanakan pada Kementerian Azama di DKI lakarta,
lavea Barat, Sulawesi 52latan, dan Arab Saudi, Pemeriksaan dilakukan
sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-16 teritama targst
16.6-mengembangkan lembaga yang efektd, akuntabel, dan transparan di
semua tingkat.

Kemanterian Agama dhl. Direkiorat Jenderal Penyelengoaraan
Haji Umrah [Ditjen PHU) telah melakukan upaya dalam memberikan
pelayanan yang batk kepada jemaah hajl regular tahun 1443H/2022M,
yang ditunjukkan dengan hasil survej bahwa jemaah haji puas atas
layanan pemondokan di asrama hajl, layanan skomedasi di Arab Ssudi,
layanan konsumsi di Arab Saudi dan layanan transportasi bus shalawat di
Arab Saudi.

Hasll pemerikszan menyimpulican masih terdapat permasalahan yang
apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memangaruhi efekbvitas
kinerja pelaksanaanibadah hajl. Parmasalahan tersebut antara lain:

e Regulasi mengenal kuota haji belum mengatur jumlah kucta jemaah
haji lanjut usia, pembimbing Keiompok Bimbingan Ibadah Haji dan
Umrah (KBIHU) dan Petugas Haji Daerah (PHD). Berdasarkan amanat
UL Nomeor 8 Tehun 2019 tentang Panyelenggaraan Ikadah Haji dan
Umrah, Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA)
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Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan thadah Haji Reguler
yang mengatur ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan ibadah
hajl bagi jemash hajl reguler, namun PMA tersebut belum mengatur
jumiah kuota jemaah haji lanjut usia, jumlah kuota pemblmbing KBIHU,
dan jumiah kuota PHD, Akibatnya, tidak ada standardisasi jumiah kuota
jemaah haji lanjut usia; jumlah kuota pembimbing KBIHU, dan jumiah
kuota PHD.

e Perhitungan dan pendistribusian kuota hajl ke provinsi dan kabupaten/
kota belum sesual dengan ketentuan, antara lain terdapat penetapan
kuota per provinsi tahun 2022 tidak sesusi dengan PMA Nomor 13
Tahun 2021, yaitu pembagian kuotz hajl provinsi didasarkan pada
pertimbangan propors! jumiah penduduk muslim dan/atau propaorsi
jumiah daftar tungzu jemaah haji antarprovinsl, Hal inl ditunjukkan
dengan terdapat beberapa provinsi yang Jika dihitung berdasarkan
jumlah penduduk muslim  seharusnya mendapatkan kucta lebih
banyak daripada kuota saat Ini, seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi
lawa Tengah, Provinsi lawa Timur, dan Provinsi Banien. Begitu juza
seballknya, terdapat beberapa provinsi yang seharusnya mendapatkan
kucta lebih sedikit daripada kuota sast ini, seperti Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku.
Selsin itu, Provins! lawsa Timur yang merupgakan provinst dengan jumilah
pendaftar haji terbanyak, kuota hajinya lebih kecil dari kuota haji
Provinsi lawa Barat yang jumiah pendaftarnya |ebih sadikit. Akibatnya
terdapat kesenjangan masa tunggu keberangkatan calon jemasah haj
antarprovinsi/kabupaten,/kota.

e Perencanaan penempatan  jemaah  haji  belum  sepenuhnya
memperhatikan sistem zonasi sesual asal embarkasi, antara lain
terdapat perencanaan penempatan jemaah hajl di Hotel Al Kiswah
Tower di larwal untuk jemaah haji dari Embarkasi Batam (BTH) yang
berasal dari provinsi Kalimantan Barat yaitu BTH 2, BTH 3 dan ETH 4
yang tidak sesual dengan Keputusan Dirjen Penyelenggaran Haji Umrah
(Dirjen PHU) Nomer 140 tahun 2022 tentang Penempatan Jemaah Haji
dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi dl mana jemaah hajl
asal Embarkasi Batam (BTH) ditempatkan di Wilayah Syisyah Seidor
Il. Agar z=zual penempatan zonasi maka jemash haji asal kloter BTH
2, BTH 3, dan BTH 4 kemudian ditempatkan di hotel yang berada di
wilayah Syisyah. Sehingga |emaah haji kloter BTH 2, BTH 3, dan 8TH 4
tidak lagi menempat bed yang telah disediakan pada Hotel Al Kiswah
Tower di Jarwal, Akibatnya akomodasi sejumlah 1,317 bed yang telah
dizediakan di Hotel Al Kiswah Tower fidak terpakai.
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BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan
Dirjen PHU untuk:

& Menetapkan PMA yang mengatur jumilah kuota jemash haji lanjut
usia, pembimbing KBIHU dan PHD, menyusun SOP/jukiak/juknis
terkait rumusan perivitungan penstapan dan pembagian kuota bagi
jemaahhaji, PHD dan Pembimbing KBIKU dangan meampertimbangkan
proporsi jumiah penduduk muslim dan/atau daftar tungzu haji pada
masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

e Menghitung kuots haji per provinsi/kabupaten/kota sesuai kstentuan
{berdasarkan proporsi data jJumlah penduduk musliny dan/atau jumiah
daftar tungzu jemaah hajl paling mutakhir).

e Menyusun dan menatapkan Keputusan Dirjen PHU ientang
penempatan jemaah haji di Arab Saudi dengan mempertimbangkan
daerah asal calen jemaah haji, dan menginstruksikan Kepala Bidang
-Akomiodasi, Kepala Seksi Pelayanan Akomodasi, dap pelaksana layanan
akomodasi pada Daerah Kerja Makkah agar dalam marencanakan
penempatan jemash haji memparfimbangkan daerah 2zal calon
jemash haji.

Hasil pemariksaan kinerja atas efekfivitas pelaksanaan ibadsh

haji mengungkapkan 16 temuan yang memuat 22 permasalahan
ketidakefekifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Terientu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemerlksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS || Tahun 2022
memuat 22 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, yang
dilakukan pada 23 kementerian/lembaga.

Hasll pemeriksaan kepatuhan atas 29 obrik pada pemerintah pusat
menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
kriteria pada 5 [17%) obrik, sesual kriteria dengan pengecualian pada 23
{75%) obrik, dan tidak sesual dengan kriteria pada 1 (4%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan miengungkapkan 303 temuan
yanz memuat 592 permasalahan. Permasalahan tersebut meliput 260
kelemahan SPI, 268 permasalahan ketidakpatuhan terhadap kstentuan
peraturan perundang-undangan (selanjutnys disebut ketidakpatuhan)
sebesar Rpli.id friliun, dan 84 permasalahan ekenomis, efisiensi, dan
efekiivitas [3E) sebesar Rpll, 15 triliun. Selama proses pemeriksaan,
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entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut
dengan menyerahkan aset danfatau menyetorkan uang ke kas negara
sebasar Rp450,50 miliar, Hasil ini disajikan pada Gembgar 1.1

Rekapitulasl hasll pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat
menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lampiron B.2. Sementara itu,
rekapitulasl per hasll pemeriksaan kepatuhan pada pemerintsh pusat
selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 pada flosh disk.

Selainitu, IHPS [l Tahun 2022 juga memuat hasil penghitungan kerugian
negara (PEN) dan pemberian Keterangan ahll (PKA).

PeMeriksaan Kepalunan

HASIL pemerlksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS Il Tahun
2022 pada pemerintah pusat, dibagi menjadi 4 tema, yaitu: (1) penguatan
ketahanan ekonomi; (2] pengembangan wilayah; (3] pembangunan
sumber daya manusia; seria (4) revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA zemester Il tahun 2022 BPK telah menyelesaikan 19 LHP DTT
kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan
dilaksanakan terhadap 19 obrik mellputi hasil pemeriksaan atas: (1)
pengeloiaan pendapatan; (2] pengelolaan belanjs; (3] pendapatan,
belanja; dan aset pada Badan Riset dan Inowasi Nasional; dan (4)
pengelolaan penyertaan modal negara di BUMN.

Pengeiolaan Pendapalan

STRATEGI penguatan refornasi fiskal pada RPIMN 2020-2024
difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan
peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan
utang yang produkiif dan efisien. Optimalisasi penerimaan negara
diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih reallstis
dan optimal, disertal dukungan terhadap perekonomian dan dunia ussha
melalul Insentif fiskal, Untuk mencapal peningkatan belanja negara
yang berkualitas dilaksanakan meialui penajaman belanja baranz dan
penguatan belanja medal untuk semakin fokus pada program produktif
dan mendorong pertumbuhan skonoml. Optimalizasi PNBP dilakukan
dengan penyempurnaan regulasi PNBPR, peningkatan kepatuhan dan
intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU),
seria pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan FNBR.
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Pada semester || tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan
hasil pemeriksan kepatuhan atas pengelolzan pendapatan pemerintah
pusat terhadap 11 objek pemeriksaan {obrik) pada 11 K/L, di antaranya
Kermenterian Hukum dan Hak Asasl Manusia (Kemenkumbam), Kejaksaan
R, Badan Layanan Umum [BLU) Kementerian Pendidlkan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemend|kbudristek}, kementerian Perhubungan, TN|
angkatan Laut, dan TNl Angkatan Udara. Lingkup pemerixsaan meliputi
tahun 2020-triwulan Il tahun 2022, Pemeriksaan inl dilakukan sebagai
upaya BPK mendorang pemerintah dalam mencapai TRE, yaitu tujuan ke-
8-meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produkif dan menyeluruh, seria pekerjaan yang
layak untuk semua.

Hasil pemeriksaan BPK pada 11 abrik menyimputkan bahwa
pengeiolaan pendapatan telah dilaksanakan sesual dengan kriteria pada
1 obrik dansesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 obrik. Simpulan
tersebut didasarkan atas permasalahan sebagai berikut.

o Pembentukan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 teniang Bebas Visa
Kunjungan (BVK] tidak sesuai dengan prosedur dan asas pembantukan
peraturan perundang-undanzan, yaitu Sdak diprakarsal oleh instansi
yvang berwenang dan fidak bersifat mendeszak, s=rta tidak memenuhi
asas timbal balik karena 134 negars yanz diberikan BVK tidak
memberikan BVE bagl WHN! yang akan ke negaranya. Fasilitas BVK
dihentikan sementara pada 20 Maret 2020 kareha merespon kondisi
pandemi COVID-18. Hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan
PMEP sebesar Rpll,13 triliun daritahun 20172020 atas pemberlakuan
BVIK, serta negara kerpotensi kehilangan PNEP sebesar Rp3,02 triliun
per tahun atas rencana pemberlakuan kemball BVK.

BFK merekamendasikan Menteri Hukum dan HAM bersama B_:.fL
terkait antara lain Kementerian Kcordinator Bidang Palitik Hukum
dan Keamanan (Kemeanko Polhukam), Kemenko Bidang Kemariiman
dan Inwvestasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri,
Kepalisian, serta BIN melakukan evaluasi kebijakan BVK dengan
mempertiimbangkan asas dmbal bailk dan asas manfaat, seria
melaporkan hasll evaluasi tersebut kepada Presiden.

® Pepagslolaan PNEP atas pelayanan paten, merek, dan hak cipta pada
Direktorat lenderal Kekayaan Inteisktual (Ditjen Kl) Kemenkumham
tidak sesuai dengan ketentuan, vaitu: (1) terdapat 654 paten yang
telah dihapus karena terlambat/tidak membayar biaya tahunan
namun diberi paten kemball tanga melalul mekanisme penundaan
pembayaran biaya tahunan sehingga tidak dikenakan biaya tambahan
100%; dan (2) terdapat pengenaan tarif PNBP kriteria khusus pada
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pelayanan paten, merek, dan hak cipia bagl permohonan yang tidak
memenuhi kriteria dan seharusnya dikenakan tarif umum. Hal ini
mengakibatkan: (1) kekurangan PNBP sebesar Rpl3,12 miliar dari
biaya tambahan 100% pada masa tenggang dalam rangka penundaan
pembayaran biaya tahunan jika mengikuti ketertuan yang beriaku;
dan (2) kekurangan PNBP dar pelayanan paten, merex, dan hak cipta
sebeszar Rpl.35 miliar atas ketidaksesuaian dengan tarif PNBP yang
dikanakan,

BPK merskomendasikan Menteri Hukum dan HAM memerintahkan
Direktur lJendsral Kl untuk: (1] menagih kekuranzan PNBE sebesar
Rpl3,12 miliar atas 634 paten yang dibarl paten kembali; dan (2]
menagih kekurangan PNEBP sebesar Rpl, 33 miliar atas ketidaksssuaian
dengan pengenaan tarlf pelayanan paten, merek, dan hak cipta,

e Pengelolaan dan upaya penyelesaian uang pengganti tindak pidana
korupsi pada Kejaksaan Rl belum sesual dengan ketentuan, aniars
lain (1) belum dilakukan pencarfan asat dalam rangks eksskus) uang
penzganti yang telah ditetapkan pengadilan atas 3 terpidana tindak
pitdana korups! yang dinyatakan sebagal Daftar Pencarian Orang {DPO)
dengan nilai tunggakan uang pengganti sebesar Rp2,42 miliar, dan (2)
terdapsat piutang uang pengganti sebesar Rp324,57 miliar yang telah
dikategorikan macet dan telah diterbitkan farm kesangzupanterpidana
rmembayar uang pengganti (form D-2), namun belum dilakukan
upaya pencarian harta benda milik terpidana (asset tracing). Hal Ini
mengakibaikan: (1) PNBP atas uang penggant terhadap terpidana
korupsi yang statusnya DPO ssbesar Rp2,42 miliar berpotensi fidak
terealisasi; dan {2) nezara kehilanzan potensi penerimaan PNEP senlla|
Rp324,57 miliar karena telah diterbitkan form D-2 tanpa dilakukanmya
upaya asset tracing.

BPK merskomendasikan kepadalaksa Agung agar: (1) menginstruksikan
Kejaksaan MNegeriterkait supaya melakukan assef fracing atasterpidana
korupsi dengan sistus DPO dan atas terpidana korupsl yang telah
diterbitkan form D-2 uvang pengganti tanpa dilakukan gssef frocing
terlebih dahulu; dan (2) memeriksa proses penerbitan form D-2 tanpa
dilakukan osset frocing terlebih dahulu atas terpidana korupsl yang
harus membayar uang penggants.

® Pengelolaan penerimaan Wang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN BLU
belum sepenuhnya sesuai dengan keteniuan, antara lain pada 3 PTN
BLU terdapat 5.093 manasiswa yang berhak mendapatkan potongan
pembayaran UKT namun tidak memperoleh peimatongan pembayaran
sebiesar RpS,73 miliar, yaitu untuk 4 mahasiswa berstatus cuti akademlk
sebesar Rpls,25 |uta, 2.052 mahasiswa semester akhir yang hanya
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mengambil kurang dari atau sama dengan & satuan kredit semester
(5KS] sebesar Rp5.35 miliar, dan 2,037 mzhasiswa dalam penyelesaian
tugas akhir sebesar Rpd,37 miliar Sslain itu, terdapat pungutan
Sumbangan Penzembangan Institusi (SPI) bagl mahasiswa baru selain
program diploma dan sarjana pada 2 PTN BLU sebesar Rp6,51 miliar
yang fidak mengacu pada Permendikbud Nomer 25 Tahun 2020, Hal ini
mengakibatkan: (1) kelebihan pemungutan UKT sebesar Rp3,36 miliar
(Rpl4,25juta+Rp5,35 miliar) untuk mahasiswa berstatus cuti akademik
dan mahasiswa semester akhiryang hanya menzambil kuranz dariatau
sama:dengan’d SK5; (2] hilangnya kesempatan memepeercleh potonzan
LIKT sebesar Rp4, 37 miliar untuk mahasiswa dalam penyeiesaian tugas
akhir; dan (3] mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana
pada 2 PTN BLU terbebani pungutan 5P,

BPK merekomendasikan Mendikbudristek uniuk menginstruksikan
Reictor PTN BLU terkait untuk: (1) menyelesaikan kelebihan penerimaan
UKT mahasiswa dengan pengembalian/kompensasi kepada mahasiswa
minimal sebesar Rp3,37 miliar; (2] menghentikan pemungutan UKT
bagi miahasiswa yang dalam penyelesaian status tugas akhir; dan (3}
mengheniikan kebijakan pungutan 5P| pada mahasiswa bDaru selain
program diploma dan sarjana.

e Pengelglaan PMNBP penggunzan peralran atas Terminal Lntuk
Kepentingan Sendir {TUKS) pada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan belum tertib, antara lain: (1) penggunaan perairan yang
belum dituanzkan dalam perjanjian dan belum dipungut PNBP sehesar
Rp238,50 miliar; (2} penggunaan perairan yang tidak segera diadendum
dalam surat Perjanjlan Pengzunaan Perairan Terminal Khusus/TUKS
berdasarkan penyssuaian peraturan terbaru sebesar Rpll, 82 millar;
dan (3) pengukuran luas perairan yanz belum disesuaikan dengan
perhitungan panjang kapal terbesar yang dapat beriabuh pada TUKS
sebesar Rpl92,14 juia. Hal Ini mengakibatkan kekurangan pemungutan
PMEP pengzunzan peralran sebesar Rp250,52 miliar.

BPK merskomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan
Dirjen Perhubungan Laut supaya memerintahkan Kepala Satker terkait
untuk: (1) meimbuat perjanjian atas penggunaan pearairan yang belum
didukung perjanjian; {2) memperbarui persstuiuan cperasional TUKS
dan perjanjian penggunaan perairan yang telah disesuaikan dengan
kondisi yang sebenarnya berdasarkan pernitungan luasan penggunaan
perairan dan memasukkan nasil perhitungan luasan tersebut ke dalam
adandum perjanjian; dan (3) melakukan pemungutan dan penyetaran
kekurangan PMNBP penggunaan perairan sebesar Rp250,52 miliar ke kas
Negara.
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o Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMNMN] ThI AL oleh PT PAL di lahan
Diasrah Basis Anghkatan Laut (DBAL) Surabaya dan oleh FT Angkasa Pura
| [PT AP I} di Bandara Juanda belum mendapgat lzin Menterl Keuangan
salzku pengelola barang serta belum terdapat pembayaran kentribusl
ke kas negara dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan BMN dari
BT PAL dan PT AP |. Selain itu, atas tanah fasilitas penerbangan sipil
Bandara luanda telah diakuidan dicatat ganda sebagai aset tetap tanah
yang dilaporkan sebagal Inventaris kekayaan baik oleh THI AL maupun
BT AP | sebagai bagian Penyertaan Modal Negara |PMN). Permasalahan
Ini mengakibatkan: (1) Megara kehllangan patensi penerimaan darl
pemanfaatan lahan DBAL Surabaya oleh PT PAL seluas 56 ha dengan
nilal penawaran sewa minimal sebesar Rp32,36 miliar per tahun dan
Bandara Juanda oleh PT AP | seluas 46,2 ha dengan nilai penawaran
sebesar Rpl.03 miliar per tahun tidak termasuk proporsi pembagian
keuntungan; dan {2) TNl AL berpotens! kehilangan aset tetap t2nah
dari permasalahan pencatatan ganda Bandara Juanda dengan PT AP |
seluas 350,52 ha dengan nilai BMN sebesar Rp23,33 triliun.

BPK merskomendasikan Kepala 5taf TNI AL antara |ain agar: {1} sezera
mengajukan persetujuan permohenan kerja sama pemanfaatan BMN
di DBAL Surabaya oleh PT PAL seluas 56 ha, dan Bandara Juanda cleh PT
AP I=2luas 46,2 ha kepada pengelola barang di luar lahan yang menjadi
penyertaan madal pemerintah; dan (Z) menyelasalkan permasalahan
status pencatatan ganda atas aset tetap tanah Bandara luanda antara
TNl AL dengan PT AP | seluas 350,52 ha dengan melibatkan Kemenierian
Keuangan selaku pengelola barang dan pihak terkait yakni Kementerian
Partzhanan, Kementerian Perhubunzan, dan Kementerlan BUMMN.

® Pemanfaatan tanah TN AU yang belum bersertifikat seluas + 124.000
ha di Lapangan Udara Pangeran M. Bun Yamin (Lanud BNY) dengan
nilai BMN sebesar Rpl2,65 triliun aleh $GC untuk perkebunan tebu dan
pabrik gula belum dilkat dalam perjanjian kerja sama yangz memadai
dan berisiko menimbulkan kerugian negars, di antaranyz tanah seluas
86.282,83 ha sebesar Rp9,93 Trillun telah diterbitkan sertifikat Hak
Guna Usaha (HGU) atas nama SGC. Hal inl mengakibatkan: (1) Negara
tidak dapat menggunakan dana dar potensi PNEBP atas pemanfaatan
BMMN seluas 86.282,83 ha minimal sebesar Rpd431,24 miliar; dan (2)
potensi kérugian negara kafena adanya risiko kehilangan aset tanah
seluas 86.282 83 ha sebesar Rp5,93 trillun,

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepata 5taf TNI AU antara lain
agar: (1) mengoptimalkan implementasi perjanjian karja sama dengan
Kementerian ATR/BPN terkait Penssriifikatan dan Penanganan
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e [HES 1] Tehun 2022

Permasalahan Tanah Aset Kemhan/TN| serta berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan, teruiama uriuk  mengamankan dan
menyelesaikan parimasalahan aset THI AU seluss + 124.020,00 ha di
Lanud BNY; serta (2) melakukan kajian dan mengambil langkah-langkah
hukuwm uniuk mempertahankan kepemilikan dan menzamankan aset
tanah seluas setuas +124.000.00 ha di mana saluas minimal 86.282,83
ha telah diterbitkan HGU dan dikuasai oleh pihak ketiga.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan
pada pemerintah pusat mengungkapkan 36 temuan yang memuat
209 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 128 kelemahan
5PI, 72 permasalahan keTfidakpatuhan sebesar Rpl3,43 trillun, dan 2
permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait
telah menindaklanjuti rekomendasi BPE dengan melakukan penyetoran
ke kas negara sebesar Rp7, 7% millar. Rekapitulas! hasil pemeriksaan atas
pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan pada Lampoiran
8.2

Pengelolaan Belania

STRATEGI penguatan reformasi fiskal pada RPIMN 2020-2024
difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan
peningkatan belanja necara yang lebih barkualitas serta pembiayaan utang
yang produktif dan efisien. Untuk mencapai peningkatan belanja negara
yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan
penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produlkdf
dan mendorong pertumbuhan ekonemi.

Padz semester || tahun 20232, BPK telah menyelaszaikan laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja pemeriniah pusat
terhadap 8 obrik pada 6 K/L, antara lain Kemendikbudristek, Kementerian
Pekerjsan Umum dan Perumahan Rakyat [Kemen PUPR), serta
Kementerian Agama. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelalaan
dan pertanggungjawaban belanja pada pemerintah pusat TA 2021-2022.
Pameriksaan dilakukan sebagai upaya BEK mendorong pemerintah dalam
mencapal TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan
lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan pada 8 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan
belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriterfa pada 4 obrik, sesuai
kriteria dengan pengecualian pada 3 obrik, dan tidak sesual denzan
kriteria pada 1 obrik. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan
yang diuraikan lebih lanjut sebagai berilut.




o Pengelolaan bantuan pemerintah pada Direktorat fenderal Pendidikan
Vokasi Kemendikbudristek Tidak sesuai dengan ketentuan, aniara lain
permiasalahan pada Direktorat S2kolah Menengah Kejuruan (SMK), di
antaranya pengadaan fidak sesual dengan kondis| sebenamya pada
2 SMK sebesar Rp2,27 miliar, bantuan pemerintah pada 2 SMK tidak
didukung bukti pertangoungjawaban yang memadai sebesar Rp2 84
miliar, dan kekurangan wolume hasil pekerjaan fisik pada 8 SMK
sebesar Rp225,22 juta. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebiesar Bp2.50 millar dan penggunaan bantuan pemeriniah fidak
dapat diyakini kebenarannyz pada Direkiorat SMK sebesar RpZ, 24
miliar. Atas permasalahan terseout, BPK  merekomendasikan
kepada Mendikbudrisiek anmtara lain agart (1) memerintahkan
masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK untuk
mempertanggungjawabkan dan menyeiorkan ke kas negara atas
kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan pada Direktorat
SMK; serta (2) Direktorat SMIK agar berkoordinasi dengan Inspektorat
lendsral Kemendikbudristek untuk melakukan verifikasi lebih lanjut
atas belanja antuan yang belum dapat diyakini kebenarannys sebesar
Rp2,84 millar dan menarlk serta menyetorkannya ke kas negara atas
bantuan yane tidak sesual dengan ketentuan,

e Kchijakan pembayaran zaji dan iunjangan nonpegawai negeri sipil
serta tambahan penghasilan bagl pegawal BLU Kemendikbudristek
belum mengacy pada kstentuan yanz beriakuy, di antaranya: (1)
pembayaran honorarum kegratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Pgrguruan Tinggl
Negeri (SBMPTN) melebihi persentase dalam kontrak penugasan
serta pembayaran honorarium per kegiatan dan honararium bulanan
diberikan pada kegiatan dan periode yang sama sebeszar Rp386,63
juta pada Universitas Udayana (Unud) dan Universitas Megeri Medan
(Unimed); (2] pembayaran honorarium kegistan diberikan kepada
pegawal yang mengikutl kepanitizan lebih dari 2 keglatan sebesar
Rpl,03 miliar pada Unud; (3) pembayaran uang harian dan uang
transpor rapat dalam kantor serta honorarium pads Universitas
Megeri Makassar (LINM)], Universitas Seiwijaya (Unsri), dan Unud tidak
sestial dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp493,07 juta.
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemboresan sebesar Rpl,B9
millar. BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek antara
lain untuk menginstruksikan Rektor Unud, Unimed, Unsri dan UNM
agar meninjau ulang kebijakan pemberian insentit dan pembayaran
honorarium yang bersifat menambah penghasilan tambahan pegawal
dengan memperhatikan ketentuan yang bearlaky,
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o Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 7 paket belanja modal
gedung dan bangunan pada Universitas Islam MNegeri (UIN) Syarif
Hidaystullah Jakarts, 2 paket di antaranya belum seleszi dilaksanzkan
dan mengalami deviasi keterlambatan progres pembangunan yang
melebihl ambanz batas. Permasalahan tersebut mengakibatkan
kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 5 paket pekerjaan
sebesar Rp34,51 juta, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan
valume pada 2 paket pekefjaan sebeszar Apl 84 millar, serta pekerjazn
berpoiensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan fidak dapat segera
dimanfaatkan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan
Menteri Agama agar memerintahkan Rekior UIN Syarif Hidayatullah
lakarta supaya menginstruksikan PPK terkait antara lain untuk: (1)
memuproses keleblihan pembayaran kepada mazing-masing pelaksana
pekerfaan sebesar Rp34.51 juta; dan (2) memperhitungkan potensi
kelebihan pembayaran sebesar Rpl,82 millar sesual dengan fakta dan
data ril lapangan yang dapat diperianggungjaywabkan pada sast proses
penyelesaian pekerjzan dan pembayarannya.

e Pelaksanaan pekerjaan fisik pada 4 Ditjen Kemen PUPR yang telah
selesaifseharusnya telah selesaj pada T& 2022 belum sepenuhnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp52,35 miliar, kekurangan penerimaan negara
sebesar Rp3,32 miliar, dan negara tidak mendapatkan hak atas
jaminan pelaksanaan yanz masa berlakunya tidak sesual dengan masa
pelaksanaan kontrak jika penyedia jasa wanpresiasi sebesar Rp703,60
juta.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR
supdaya secara beremjang memerntahkan PRE terkait untoe: (1)
mempertanggungiawabkan keleblhan pembayaran sebesar Rp52,35
miliar melalui panyetoran ke kas negara atau memperhitungkan
terhadap siza pembayaran atau sisa pekerjaan yang masih harus
dilaksanakan oleh penyedia jasa atau melakukan perbaikan hasil
pekerjaan dengan mengambalikan ke spesifikas) awal yang ditentukan
dalam kontrak; (2] menagih kekurangan penerimaan negara atas denda
ketarlambatan panyelasaian pekarjaan yang belum disetorkan ke kas
negara sebeszar Rp3,32 miliar; dan (3) menagih kekurangan penerimaan
negara atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan ssbesar
Rp703,60 |uta jika terjad) pemutusan kontrak dan menyeiorkannya ke

kas negara.
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e Dopyedigan vaksin Penyskit Mulut dan Kuku [PME) kegistan
Penanganan dan Pengendalian PMK datams rangka penanganan
keadzan darurat cleh 5 penyedia pada Kementerfan Pertanian belum
berdasarkan harga yang wajar untuk dapat dibebankan dalam harga
pokok penjualan. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar
Rpg,73 miliar dan petensi kelebihan pembayaran Rpl2,67 miliar.

BPK merskomendasikan Mentari Partanian agar memerintahkan Dirjen
Petarnakan dan Kesshatan Hewan untuk menazih dan menystor ke kas
negara atas kelebihan pembayaran pengadaan vaksin sebesar Rp8,73
miliar dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran kepada
para penyedia vaksin pada termin pambayaran berikutnya sebasar
Rpl8,67 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengeiolaan belanja
pada pemerintah pusat mengungkapkan B2 temuan yang memuat 152
permasdlahan. Permasalanan ferssbut meliputt 33 kelemahan 5P,
92 permasalahkan ketidakpatuhan ssbesar Rpl50,64 millar, serts 21
permasalahan 3E sebesar Rp263,61 miliar. Selama proses pemeriksaan
beriangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan
melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp38,34 mifiar. Rekapitulasi
nasil pemerikszan atas pengelolaan belanja pada pemerntah pusat
dizajikan pada Lampiran 8.2,

Pendapalan, Belanja, dan fAsel pada Badan Risel dan Inovasi Nasional
BERDASARKAN Peraturan Presiden Momor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan |nowasi Nasional (BRIN] maka terbentuk BRIN
sebagal lembaga pemerintah yang beradzs di bawah dan bertanggung
jawsh kepada presiden. BRIN mempunyai tugas membantu Presiden
dalam menyelengzarakan tugas pemeriniahan di bidang peneliian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invenst dan inovasi,
penyelengzaraan ketenazanukliran, dan penyelengzaraan keantariksaan
secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan maniforing,
pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. BRIN merupakan pengzabungan darl Kementerian
Rizet dan Teknologi, Lembaga llmu Pengetzhuan Indonesia (LIPT), Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional
{BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pada semester |l tahun 2022, BPK telah menyelesaikan LHP atas
pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada BAIN TA Z021-2022.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu tujuan
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ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efskdf
akuntabel, dan transparan di semua tingkat,

Hasil pemeriksaan BPE menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan,
belanja, dan aset pada BRIN T4 2021-2022 telah dilaksanakan sesuai
kriteria dengan pengecuslian stas beberapa permasalahan. Permasalahan
tersebut antara lain:

e FRencana, program kerja, dan anggaran BRIN fdak mendukung
percepatan pencapaian target Proyek Strategis Masional (PSN]
Pengembangan Industri Garam dan PSN Pengembangan Drone MALE
Kombatan, Hal inil ditunjukkan antara lain: (1) PSN Pengzembangan
Industri Garam tidak diintegrasikan dalam perencanaan kegiastan dan
anggaran BRIN tahun 2022; dan (2] pelaksanaan PSN Crone MALE
Kombatan tidak diusulkan sebagal program kegiatan BRIN tahun 2022,
Parmasalahan tersebut mengakibatkan antara lain tujuan RPIMN
2020-2024 atas kedua PSN tersebut berpotensi tidak tercapal.

BPK merskomendasikan Kepala BRIN antara lain agar melaporkan
kepada Dewan Pengarah menganal perkembangan kedua PSN tersebut
untuk mendapatkan arahan dan evaluasi dari Dewan Pengarah.

e HRencana, program kerja dan anggaran BRIN fidak mendukung
percepatan pencapaian iarget Proyek Prioritas Strategis (Maojor
Project) Penguatan: Sistem Peringatan Dini Bencana. Hal terssbut
ditunjukkan antara lain kebijakan BRIN atas fokus kegiatan, angzaran,
dan skema pendanaan riset, serta pemanfaatan Infrastruldur risst
tidak mendukunz peralihan pelaksanaan tugas penguatan dan
pengembangan [ndonesia Tsupami Early Warning System (Ina-TEWS)
secara optimal. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan Prioriias
Masional Paningkatan Ketahanan Bancana tidak sepenuhnya tercapal

BPE merekomendasikan Kepala BRIN agar melaporkan kepada
Dewan Pengarah terkait perkembangan Proyek Prioritas Strategis
(Major Project) Penguatan Sistem Peringatan Dind Bencana untuk
mendapatkan arahan dan evaluasi sesuai dengan Perpres Nomar 78
Tahun 2021 Pazal 7 ayat 3.

o fAsei Tetap hasil Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pengembangan
Drone MALE Kombatan: sebesar Rpli2. 46 miliar, Pengembangan
Industri Garam sebesar Rp29,88 miliar, serta Program Penguatan dan
Pangembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini
Tsunamisebesar Rpll4,88 miliar berpotensi mangkrak antara lain riset
MALE Kembatan terhent dan beralih untuk kepentingan sipil, BRIN
tidak menganggarkan kegiatan PSN Pengembangan Industri Garam,
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serta sistem alat monitoring tsunami di beberapa lokasi dalam kondisi
rusak ringan, rusak berat, dan hilang belum dilakukan perbaikan atau

pengzantian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap tersebut Tidak bisa
rmemberikan kontribusi untuk mendukung kepentingan negara seria
keamanan aset tersebut tidak terjamin dan rawan rusak atau hilang.

8PK merekomeandasikan agar Kepala BRIN antara lain: (1) berkoordinas
dengan Kamits Percepatan Pembangunaninfrastrukiur Prioritas{ KPPIR)
dalam melakukan kajian atas penyesuaian maupun penghentian P5N
sehingga dapat ditefapkan dalam Perubahan Dafiar Proyek Strategis
Masional olegh Menko Parskonomian selaku Ketus KPPIP setslah
mendapat persetujuan Presiden; dan (2) mengoptimalkan Aset Tetap
tersebut sesual denzan ketentuan yang beriaku.

e Kebijakan pengelolaan pendapatan di lingkungan BRIN tidak sesuai
dengan PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penzalolaan
PMEP antara lain: (1) penugasan dari Kepala BRIN terkait pengelolaan
PNBP barupa kontrak/perjanjian kerja sama pengelolaan kebun
raya belum memperoleh persetujuan Menieri Keuangan; dan (2)
persentase kontribusi penerimaan dari kebun raya pada perjanjian
kerja sama (PKS) mengalami penurunan dan perubahan keempat atas
PKS tersebut ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain: (1) syarat sulbyjekdf
Perubshan Kesmpat stas PKS terindikasi tidak terpenuhi karena
dibuat oleh pejabat yang fidak barwenang; dah (2) tidak optimalnya
pendayagunaan BMM cleh plhak lain selama jancka waktu tertentu.

EPK merskomendasikan Kepala BRIN agar meminta persstujuan
tienteri Keuangan terkait PKS Pengelolaan Kebun Raya seris
menginstruksikan Depufl |nfrastrukiur Riset dan [novas) untuk
menyusun kajian penyesualan persentase kontribusi kebun raya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapstan, bslanja,
dan aset pada BRIN mengungkapkan 24 temuan yang memuat 486
permasalahan. Permaszalzhan tersebut meliput & k=lemiahan 5P, 23
permasalahan ketidakpatuhan sebesar RpZ;95 miliar, dan 9 permasalahan
3E sebesar Rpl, 26 millar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BRIN
telah menindaklanjuti rekomendasi BPY dengan melzkukan penyeioran
ke kas negara sebesar Rp30,51 juta. Rekapitulas! hasil pemeriksaan atas
pendapatan, belanja, dan aset pada BRIN disajikan pada Lompiran B8.2.
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Pengeliolaan Penyeriaan Modal Nesara di BUMN

PENYERTAAN Modal Negara {(PMN) adalah peimisshan kekayaan negara
darl Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara (APBN) atau penstapan
cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagaj modal
BUMMN danfatau Parsergan Terbatas (PT) lainnya, dan dikelola secara
korporasi.

Dalam melaksanakan perannya unfuk membing &8 BUMN,
Kemenierian BUMMN selama tahun 2020-2022 antara lain menangani
tambahan PMN secara tunal kepada 15 BUMN sebesar Rp131,32 trilliun
dan Rp20,68 frillun dari Dana Cadangan lnvestas| 2022. Pemberian
PMN tersebut diperuntukkan untuk memperbaili struktur permaodalan
dan meningkatkan kapasitas wsaha BUMM dan juga dalam rangka
melaksanakan proyek sirateg)s nasional.

Pada semester Il tahun 2022, BPK teiah menyelesalkan LHP atas
pengelolaan PMN di BUMN pada Kementeran BUMN dan instansi
terkait di Jakarta. Pemeriksaan ini meliput pengelolaan PMN di BUMN
tahun 2020-semester | tahun 2022, termasuk atas dana PMIN tahurn-
tahun sebelumnya yang belum terserap 100%. Pemeriksaan PMN
diarahkan pada perencanaan; pelaksanaan; pelaporan, pemantauan, dan
eyaluasl; serta penerapan peraturan dan kebijakan pengzunaan produk
dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada BUMN
penerima PMN, Pemeariksaan ini dilakukan sebagal upayas BPK mendorong
pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-& terutama target
2. 1-mempertahankan pertiumbuhan ekonomi per kapita sesual dengan
kondisi nasional.

Hasil pemeariksaan BPK menyimpulkan bahwa pengealolaan PMN dl
BUMN tahun 2020-samester | 2022 pada Kementerian BUMMN telah
dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa
permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

® Pekerjaan yang didanal darl tambahan PMN tahun 2015 dan 2016
pada 13 BUMN sampai dengan semester | tahun 2022 sebesar Rpl0,49
triliun, belum dapat disele=aikan. Nilal tersebut terdiri dari total nilai
asst yang belum produktf karenz belum selesal dikerjakan szbesar
Rpl0.07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan
sebesar Rpd24,11 millan Akibatnya, aset sebesar Rpl0,07 triliun belum
dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional
sebesar Rpd24.11 miliar tidak tercapai, serta terdapat potensi
pendapatan yang tidak diterima karena aset belum dapat beroperasi,
Atas permasalahan fersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri
BUMN agar menzinstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereviu
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kembali pengzunaan dana PMN: (1) apabila sisa pekerjaan masih akan
dilaksanakan sesuai dengan tujusn awal, agar memerintahkan BUMN
terkait melakukan upaya percepatan penyelesaian pekarjaan; dan (2)
apablla diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMMN,
agar berkoordinas! dengan Kementerian Keuangan terkait langkah-
langkah untuk menindaklanjuh perubahan penggunaan sesual depgan
ketentuan yang berlaku.

# Proses pencairan tambahan PMN atas penuzasan jangka panfang yang
diterima oleh PT Hutama Karya (HK) dalam pengusahaan ialan Tol
Trans Sumatera (ITTS) iambat. Bagi BUMN yang mendapat penugasan
jangka panjang dan untuk hajat hidup arang banyak, proyek pekerjaan
harus segera dikeriakan tanpa menungzzu PMN cair. Untuk gendanaan
pekerjaan tersebut, selama tahun 2015-2021 BT HK melakukan
bridging pinjaman jangka pendek yang akan dipenuhi setelah PMN
cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinfaman sebesar Rpl01,00
miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung
tambahan beban keuangan perusahaan dari tahun 2019-2021 berupa
bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rpl101,00 miliar dalam rangka
memenuhi pendanaan pengusahaan ITT5.

EPK mereskomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan
Wakil Menteri BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementsrian
K=suangan, kemenkumham, serta Sekreiariat Negara, untuk bersama-
sama membuat jadwal dan rencana pelaksanaan dan percepatan
prosa: pencalran dana PMN, sshingza prose: pencairan dana PMN
dapat dllaksanakan sstelah UL APEN disahkan,

® Proyek penugasan JTTS kepada PT HK serta penugasan pemerintah
berdasarkan Rencana Wsaha Penyediaan Tenaga Listrlk (RUPTL] kepada
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tdak didukung dengan prigritas
alokasi PMN, yaitu tidak terdapat pencairan PMN di tehun 2017 dan
2018. Dengan demikian, PT HK harus menambah jumlah pinjaman
=ebesar Rpl3,16 trifjun densan beban bunga sebesar Rp2,86 triliun
dan PT PLN harus menambah jumliah pinjaman selresar Rpl0 triliun
dengan beban bunga sebesar Rp529,00 miliar. Akibatnya, PT Hk dan PT
PLN menangoung tambahan beban kauangan perusahaan tahun 2017-
2021 masing-masing sebesar Rp2Z, 86 triliun dan Rp529,00 miliar.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menieri BUMMN agar
menyusun langkah-langkah mitizasi risike atas kekurangan pendanraan
di BUMMN pada penugasan jangka panjang dan berkoordinasi dengan
pihak terkait, dl antaranya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan
Otoritas fasa Keuangan [©IK) untuk mempertimbangkan pe